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Pengantar Redaksi

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala,
Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Jurnal Majelis Edisi II Tahun 2022 dengan tema
bahasan “Hubungan Antar Lembaga Negara” dapat diselesaikan. Jurnal ini terdiri dari
himpunan artikel yang ditulis oleh beberapa pakar dan akademisi dari berbagai kalangan
yang merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka memasyarakatkan sekaligus
pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, serta pelaksanaanya yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan MPR yakni
Badan Pengkajian MPR.

Pemuatan artikel dengan tema “Hubungan Antar Lembaga Negara” merupakan
salah satu varian tema yang tentunya tidak dapat dilepaskan dalam rangka mengemban
amanah tugas MPR sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014, yaitu (a) memasyarakatkan Ketetapan MPR, (b) memasyarakatkan
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, (c) mengkaji sistem
ketatanegaraan, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
pelaksanaanya, dan (d) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kegiatan Penyusunan Naskah Jurnal Majelis dimaksudkan untuk menggali secara

lebih mendalam mengenai “Hubungan Antar Lembaga Negara”, tinjauan dari:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
Memajukan kesejahteraan umum;

Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan

Bl o

Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi

dan keadilan sosial,



Badan Pengkajian MPR RI berharap bahwa melalui penerbitan Jurnal Majelis Edisi
II Tahun 2022 ini yang berisikan 10 (sepuluh) artikel, setidaknya dapat tampil sebagai

referensi atau pemantik gagasan yang inspiratif untuk dikembangkan lebih lanjut.

Atas segala kekurangan yang hadir dalam penyusunan jurnal ini, kami
mengucapkan terima kasih kepada para penulis atas partisipasi dan kesediaanya
menyampaikan tulisan. Harapan kami, semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi
referensi bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya Anggota MPR, kalangan akademisi

dan kalangan cendekiawan.

Dewan Redaksi,

vi



Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Penataan sistem bernegara perlu terus menerus dilakukan agar sistem ketatanegaraan
Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 mampu menjadi instrumen hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan berbangsa dan
bernegara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Pengkajian sistem ketatanegaraan,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya,
merupakan suatu kebutuhan dalam rangka melakukan penataan sistem ketatanegaraan,
konsepsi konstitusi dan implementasinya agar tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat,

bangsa, dan negara.

Aspirasi masyarakat dan daerah memiliki nilai yang sangat penting bagi MPR sebagai
lembaga demokrasi dan perwakilan yang dituntut responsif terhadap dinamika aspirasi
masyarakat dan daerah. Oleh karena itu, setiap aspirasi masyarakat dan daerah yang diterima
oleh MPR perlu dikelola dan dikaji secara seksama untuk ditindaklanjuti dalam pengambilan
kebijakan. Responsivitas MPR dalam mengelola aspirasi masyarakat adalah bagian daripada

upaya untuk menegakan kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi.

Melihat urgensi tersebut, MPR melalui Badan Pengkajian MPR melaksanakan
penerbitan Jurnal Majelis dengan tema besar “Hubungan Antar Lembaga Negara”. Jurnal
terbitan ini lebih banyak menyoroti persoalan substansi terkait pengaturan hubungan antar

lembaga negara yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945.

Menghimpun dan menyusun materi tentang kajian merupakan upaya yang dapat
dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR untuk memberikan ruang pemikiran dan gagasan

secara akademis dari para pakar, penyelenggara negara, dan praktisi dalam bidang tertentu.

Demikianlah, kami Badan Pengkajian MPR mengharapkan dengan terbitnya Jurnal
Majelis ini dapat menginspirasi para pembaca untuk berpikir kritis terhadap permasalahan
bangsa dan negara yang terjadi, serta turut berkontribusi dalam pembenahan sistem

ketatanegaraan Indonesia.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada para

akademisi dan peneliti yang telah dengan serius berkontribusi menyumbangkan gagasan

vii



pemikirannya dan seluruh pihak yang terkait. Semoga jurnal ini memberikan manfaat dalam

rangka memperkaya khasanah pengetahuan.

Terima kasih, selamat membaca, selamat berpikir, dan salam konstitusi.

Badan Pengkajian MPR RI

Ketua,

g

Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S.
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PROBLEMATIKA FINALITAS DAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Nama Penulis
Rosa Ristawatil, M. Adib Akmal Hamdiz, Putu Sandhya Wiradharma3

Pusat Studi Konstitusi dan Ketatapemerintahan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

E-mail: rosa@fh.unair.ac.id , m.adib.akmal.hamdi-2019@fh.unair.ac.id,
putu.sandhya.wiradharma-2019@th.unair.ac.id

Abstract

The competence of the Constitutional Court at the first and the last levels has consequences
that the Court’s decisions are final and binding. In practice, several decisions of the
Constitutional Court which are final and binding in nature triggers legal problems, including
the non- executable decisions and the non-compliance decisions because of legal uncertainty
and sense of injustice. This article discusses the main issues of legal problems that arise with
the decisions of the Constitutional Court which are final and have binding consequences as
well as proposing alternative ideas to anticipate legal problems that arise because of the final
and binding nature of the decisions of the Constitutional Court. Several Constitutional Court’s
decisions which indicating legal uncertainty and has no sense of justice would show the
emergence of legal problems in their implementation. From the several decisions of the
Constitutional Court examined in this article, the analysis shows that the important aspects of
legal problems that emerges lead to a tendency of ignorance (negligible, non-compliance,
ignorance of the decisions of the Constitutional Court). On the other hand, the final nature
and binding consequences of the Constitutional Court decisions become a tendency of
Juristocracy that actually threatens the order of the democratic system. Thus, several ideas for
anticipating the problematic nature of the final and binding of the Constitutional Court
decisions may be proposed in this article, including the idea of the mechanisms of judicial
dialogue and constitutional dialogue, or alternative option that may consider court
procedures that allow preliminary requests to submit applications of the constitutionality
through other branches of judicial power (namely, the Supreme Court and the judiciary under
it).In the legislative area, an option that might be carried out on the legislative side, is to form
a committee/sub-committee that is specific gut in the area of maintaining the constitutionality
of the legislative products. In addition, the Constitutional Court must also maintain relations
with the legislature through the formulation of a constitutional mandate in legal
considerations and in its decisions.

Keywords: Constitutional Court, final and binding, non- executable decision, non-compliance
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Abstrak

Kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan tingkat terakhir dari Mahkamah Konstitusi
membawa konsekuensi putusan yang bersifat final dan mengikat. Dalam praktek, beberapa
putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat justru menimbulkan
problematika diantaranya putusan tidak dilaksanakan dan tidak dipatuhi karena ketidakpastian
hukum dan tidak memenuhi keadilan yang dikehendaki. Artikel ini membahas tentang isu
utama problematika hukum yang muncul dengan putusan Mahkamah Konstitusiyang bersifat
final dan berkonsekuensi mengikat dan bagaimana alternatif gagasan untuk mengantisipasi
problematika hukum yang muncul karena sifat final dan mengikatnya putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan
ketidakpastian hukum dan tidak memenuhi keadilan yang dikehendaki akan menjadi contoh
munculnya problematika hukum dalam pelaksanaanya. Dari beberapa putusan Mahkamah
Konstitusi yang dikaji dalam artikel ini, analisa menunjukkan bahwa aspek penting
problematika hukum yang timbul membawa tendensi bagi diabaikannya (negligible, non-
compliance, ignorance putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Sifat final dan konsekuensi
mengikatnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut disisi lain juga menjadi tendensi
Jjuristocracy yang justru mengancam tatanan system demokrasi. Sehingga, beberapa gagasan
untuk mengatasi problematika dari sifat final dan bindingnya putusan Mahkamah Konstitusi
dapat diajukan dalam artikel ini diantaranya melalui mekanisme judicial dialogue dan
constitutional dialogue, atau alternative yang mempertimbangkan prosedur yang
memungkinkan preliminary request pengajuan permohonan konstitusionalitas melalui cabang
kekuasaan kehakiman yang lain (Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya). Pada
area legislative, alternative yang mungkin dapat dilakukan pada sisi legislatif, dibentuk sebuah
komite/sub komite yang khusus pada area menjaga konstitusionalitas dari produk legislative.
Selain itu, Mahkamah Konstitusi harus pula menjaga relasi dengan legislative melalui
perumusan mandate konstitusional dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar
putusannya.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Putusan Final dan Mengikat, Ketidakterlaksanaan,
ketidakpatuhan



Pendahuluan

Mahkamah  Konstitusi  Republik
Indonesia sebagai salah satu pemegang
kekuasaan kehakiman di Indonesia telah
banyak memberikan kontribusi  bagi
perkembangan  ketatanegaraan,  sistem
hukum dan perundang-undangan melalui
putusannya yang final dan berkonsekuensi
mengikat. Pada sisi lain, dalam praktek
kurun waktu 2003 sampai dengan saat ini,
putusan-putusan Mahkamah Konstitusi
Republik  Indonesia  juga  banyak
menimbulkan permasalahan-permasalahan
hukum akibat sifat final dan mengikatnya.
Permasalahan-permasalahan hukum
tersebut muncul utamanya karena putusan
Mahkamah Konstitusi yang bersifat final
dan berkonsekuensi mengikat menjadi tidak
dapat dilaksanakan karena beberapa hal
yang mungkin terjadi, diantaranya karena
kontradiktif dengan peraturan perundang-
undangan serta factor-faktor halangan
(barriers) sebagai konsekuensi dari sistem
ketatanegaraan yang telah dibangun dalam
konstitusi itu sendiri, misalnya ketika
putusan Mahkamah Konstitusi justru
mendelegitimasi cabang kekuasaan yang
lain, mengintervensi ranah kekuasaan yang
lain, atau tidak memenuhi rasa keadilan di
masyarakat dimana putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut justru menimbulkan
ketidakpastian hukum. Dalam konteks yang

demikian, sifat final yang berkonsekuensi
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mengikatnya putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut menjadi hal yang
dilematik karena tidak ada lagi upaya
hukum yang dapat dilakukan pada area
proses peradilan konstitusi.

Beberapa pengalaman  praktek
putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak
dilaksanakan berkonsekuensi pada upaya
hukum di area selain praktek peradilan
konstitusi yang sebenarnya ditujukan untuk
menyimpangi putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut. Hal ini tentu saja tidak
ideal sebagaimana karakter atau sifat dasar
(nature) yang dilekatkan Konstitusi pada
kelembagaan =~ Mahkamah  Konstitusi
sebagai sebuah lembaga peradilan (Court)
satu-satunya pemegang kekuasaan
kehakiman untuk yurisdiksi kewenangan
konstitusional. Putusan-putusan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia misalnya
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
34/PUU-X1/2013 tertanggal 6 Maret 2014
yang menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana adalah
inkonstitusional ~dan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat. Pasal tersebut
mengatur bahwa “Permintaan peninjauan
kembali atas suatu putusan hanya dapat
dilakukan satu kali saja”. Putusan tersebut
memantik resistensi tinggi dari Mahkamah
Agung sebagai salah satu institusi

kekuasaan kehakiman tertinggi di samping
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Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung
kemudian mengeluarkan Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7
Tahun 2014 tentang Pengajuan
Permohonan Peninjauan Kembali dalam
Perkara Pidana yang pada pokoknya “tidak
mematuhi”  (non-compliance)  Putusan
Mahkamah Konstitusi serta mengatur
sendiri bahwa peninjauan kembali dibatasi
hanya  satu  kali.  Ketidakpatuhan
konstitusional tersebut didasarkan secara
yuridis oleh Mahkamah Agung bahwa
hapusnya norma hukum yang mengatur
mengenai peninjauan kembali dalam Pasal
268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8§
Tahun 1981 tentang Hukum Acara tidak
serta merta menghapuskan secara conditio
sine qua non ketentuan peninjauan kembali
yang diatur pada Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Republik Indonesia dan Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman.
Lebih lanjut terhadap
ketidakpatuhan  terhadap  pelaksanaan

putusan Mahkamah Konstitusi dapat
dijumpai dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020
perihal Pengujian Formil Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Dalam putusan @ quo melalui pertimbangan
hukum paragraf[3.20.5], MK menghendaki
agar pelaksanaan UU 11/2020 yang

berkaitan hal-hal yang bersifat strategis dan
berdampak luas agar ditangguhkan terlebih
dahulu, termasuk tidak dibenarkannya
membentuk peraturan pelaksana baru serta
tidak dibenarkan pula penyelenggara
negara melakukan pengambilan kebijakan
strategis yang dapat berdampak luas dengan
mendasarkan pada norma UU 11/2020 yang
secara formal telah dinyatakan
inkonstitusional secara bersyarat. Hal ini
kemudian ditegaskan kembali dalam amar
putusan  ketujuh yang berbunyi “
Menyatakan untuk menangguhkan segala
tindakan/kebijakan yang bersifat strategis
dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan
pula menerbitkan peraturan pelaksana baru
yang berkaitan dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
. Akan tetapi dalam  praktiknya,
Pemerintah justru mengabaikan putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-
XVIII/2020 dengan menerbitkan Peraturan
Presiden Nomor 113 tentang Struktur dan
Penyelenggaraan Badan Bank Tanah dan
Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022
tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan
Lahan dan Penataan Investasi.

Berdasarkan beberapa hal yang
mengindikasikan permasalahan-
permasalahan hukum yang muncul karena
putusan final dan konsekuensi mengikatnya

putusan-putusan Mahkamah Konstitusi,

artikel ini bertujuan untuk menganalisa



secara singkat tentang permasalahan-
permasalahan sifat final yang
berkonsekuensi mengikat dari putusan
Mahkamah Konstitusi, apakah sifat final
dan konsekuensi mengikatnya putusan
Mahkamah Konstitusi tersebut sudah tepat
dan ideal. Pada artikel ini akan pula
dibahas beberapa putusan Mahkamah
Konstitusi yang menimbulkan
permasalahan-permasalahan hukum, yang
utamanya adalah putusan-putusan yang
tidak  dilaksanakan, putusan  yang
kontradiktif sistem hukum dan ekosistem
hukum yang telah dibangun dan putusan
yang  dirasa  justru = menimbulkan
ketidakpastian hukum dan tidak memenuhi
keadilan konstitusional dalam masyarakat
akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi
justru tidak memenuhi rasa keadilan dalam
pemenuhan hak konstitusional, serta
putusan Mahkamah Konstitusi yang
“overstepping” mengintervensi berlebihan
kepada cabang kekuasaan lainnya.

Artikel ini  juga memberikan
alternatif ~ dalam

gagasan  sebagai

mengantisipasi problematika yang
diakibatkan dari putusan Mahkamah
Konstitusi yang bersifat final dan
berkonsekuensi mengikat, melalui beberapa
hal diantaranya yaitu, gagasan terkait

bentuk mandat konstitusional yang dapat

! Fajar Laksono Soeroso, Potret Relasi Mahkamah
Konstitusi-Legislator: Konfrontatif atau Kooperatif
(Jakarta: Genta Publishing, 2018), hlm. 226.
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digunakan sebagai perwujudan doktrin the
unity of constitution oleh Mahkamah
Konstitusi guna mendorong pembentuk
undang-undang melaksanakan apa yang
dikehendaki oleh Mahkamah Konstitusi.
Doktrin the unity of constitution sendiri
menghendaki agar konstitusi dipandang
sebagai satu kesatuan, sehingga konstitusi
tidak hanya padu dalam konteks memahami
isi tetapi juga dalam pelaksanaan
pembentukan undang-undang.! Doktrin ini
mengharuskan  hakim untuk memberi
pedoman yang dimaui konstitusi dalam
putusannya c.q. putusan Mahkamah
Konstitusi. Atas dasar hal tersebut mutlak
diperlukan mandat konstitusional yang
dapat berbentuk saran atau rekomendasi.
Terakhir, artikel ini juga menggagas
mengenai dialog kekuasaan kehakiman
(judicial dialogue) dan konstitusional
dialog (constitutional dialogue) yang pada
konteksnya judicial dialogue akan menjadi
mekanisme dialogue dan komunikasi
Mahkamah Konstitusi dalam memutus
permohonan dengan cabang kekuasaan
kehakiman yang lain (Mahkamah Agung
dan peradilan dibawahnya), sementara
dialogue konstitutional dapat dilakukan
oleh Mahkamah Konstitusi dengan MPR
sebagai pembentuk Konstitusi dalam

memutus permohonan. Gagasan mengenai
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constitutional  dialogue dengan MPR
diletakkan karena MPR sebagai institusi
yang berwenang untuk membuat dan
mengubah Konstitusi, MPR sebagai “the
originalist of the interpreter constitution”,
sebagai interpreter Konstitusi  yang
menyediakan interpretasi konstitusi secara
perspektif originalism yang berdasarkan
interpretasi paling akurat dalam perspektif
tujuan dan maksud original pembentuk
Konstitusi (the original intent and original
purpose of the
Maker).Sehingga

Constitutional
dengan  mekanisme
dialog- dialog tersebut, hakim konstitusi
akan mendapat lebih banyak pertimbangan
dalam memutus permohonan. Mekanisme
judicial  dialogue dan  constitutional
dialogue tersebut dapat diatur dalam
Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah
Konstitusi (secara teknis) sehingga putusan
Mahkamah Konstitusi tersebut dapat lebih
reliabel, obyektif, dan berkepastian hukum

dalam penegakan nilai-nilai konstitusi.

Pembahasan

Putusan  Final dan
Mengikat Kekuasaan Kehakiman
demokratis

Negara hukum

membangun, mendirikan, dan

melaksanakan penyelenggaraan berbangsa

2 Aalt Willem Heringa, In Courts We Trust: Courts
as Defenders of The Rule of Law and Parliamentary
Democracy (The Hague: Eleven, 2022), him. 17.

* Philip Bobbitt, Constitutional Interpretation
(Massachusetts: Basil Blackwell, Inc., 1991), hlm. 4.

dan bernegara berlandaskan, berpedoman,
serta berpatokan pada hukum dasar, hukum
tertinggi, sekaligus hukum terpenting dalam
sistem ketatanegaraan yakni Konstitusi.
Pada aspek yang paling fundamental dari
sebuah tatanan demokrasi, rakyat menerima
dan  melegitimasi serta mempunyai
kepercayaan terhadap institusi dan yang
berada pada kelembagaan tersebut, “a
foundational aspect of a democracy is also
that the governed accept their system as
legitimate and have confidence in their
institutions and those who sit in those

2 Konstitusi

institutions.’ merupakan
kontrak konstitusional yang menentukan
hak-hak konstitusional dan hak asasi
manusia, mengatur hubungan antara negara
sebagai pemegang mandat (trustee) dengan
rakyat sebagai sumber, pemilik, dan
pemegang kekuasaan tertinggi dalam
negara demokrasi,’ sekaligus membatasi
kewenangan-kewenangan antar lembaga
dan cabang kekuasaan negara sesuai prinsip
konstitusionalisme. Syarat absolut suatu
negara hukum adalah adanya sistem
konstitusional berbasis pada Konstitusi
yang membatasi kekuasaan negara dan
konstitusional

menegakkan  ketentuan

tersebut pada seluruh elemen negara.*

Posisi konstitusi dalam negara hukum

4 Abdul Mukhtie Fadjar, Sejarah, Elemen, dan Tipe
Negara Hukum (Malang: Setara Press, 2016), hlm.
62.



demokratis adalah supreme law of the land’
sehingga karakter superioritasnya mengikat
setiap rakyat dan negara (terutama cabang
kekuasaan pemerintahan) untuk tunduk,
patuh, dan taat kepada konstitusi. Dalam
teori klasik mengenai pemisahan kekuasaan
negara yakni trias politica, di samping
kekuasaan pembentukan hukum di tangan
legislatif serta pelaksanaan hukum di bawah
kendali eksekutif, cabang esensial lainnya
yang berkelindan erat dengan nafas dan
semangat supremasi konstitusi adalah
yudikatif sebagai tonggak krusial dalam
penegakan hukum. Institusi kekuasaan
kehakiman dengan kewenangan meninjau
dan memeriksa konstitusionalitas aturan
hukum menjadi elemen interdependen
dalam paradigma supremasi konstitusi.®
kekuasaan

Kontrol yurisdiksional

kehakiman  terhadap  undang-undang-
undang maupun peraturan hukum lainnya
sebagai produk legislatif maupun eksekutif,
sebagaimana Maurice Duverger
kemukakan dan dikutip oleh Soehino,
berfungsi  sebagai instrumen untuk
memastikan bahwa parlemen dan eksekutif
tidak melegalisasikan aturan hukum
maupun melakukan tindakan pemerintahan
yang bertentangan dan menyimpang dari

Konstitusi.”  Implikasi-logisnya adalah

3 Lihat Pasal 6 Konstitusi Amerika Serikat.

¢ Jutta Limbach, “The Concept of The Supremacy of
The Constitution,” The Modern Law Review 64, no.
1(2001), hlm. 3.
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kekuasaan kehakiman menjadi superior
untuk menentukan makna konstitusi di atas
lembaga negara lainnya, sehingga secara
yuridis suprastruktur politik yang menjadi
pihak  langsung dalam  pelaksanaan
pemerintahan dan aktivitas bernegara,
terikat secara praktis untuk menerima
bahwa konstitusi adalah apa yang dikatakan
oleh para hakim sebagaimana tercermin
dalam putusannya. Karakter dan sifat
putusan yang final dan keberlakuan
mengikat  sebagai  atribut  judicial
supremacy, secara linier merestriksi,
membatasi, dan bahkan menghalangi
cabang-cabang kekuasaan politik dalam
pemerintahan nasional untuk mencapai
penafsiran mereka sendiri mengenai suatu
hal yang konstitusional.®

Dalam perkara-perkara yang bersifat
non-konstitusional, tugas dan fungsi
kekuasaan kehakiman adalah menegakkan
norma-norma undang-undang terhadap
kasus konkret. Hal demikian berbeda
apabila kekuasaan kehakiman dihadapkan
pada perkara-perkara  yang sifatnya
konstitusional, baik concrete review yang
dilakukan atas dasar tindakan pemerintahan
kepada rakyatnya yang “dianggap”
bertentangan dengan konstitusi maupun

abstract review yakni produk legislasi yang

7 Soehino, Ilmu Negara (Yogyakarta: Liberty, 2013),
hlm. 270-71.

8 Greg Weiner, The Political Constitution: The
Cases Against Judicial Supremacy (Kansas: The
University Press of Kansas, 2019), hlm. 76.
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“diduga” bertentangan dengan konstitusi.

Memberikan kewenangan kepada
kekuasaan kehakiman untuk menggali,
menginterpretasikan, dan menegakkan

nilai-nilai serta kaidah dalam Kkonstitusi

untuk  menyelesaikan  perkara-perkara
konstitusional ~ sehingga  putusannya
memiliki keberlakuan mengikat bagi

lembaga-lembaga negara lainnya,
merupakan pilihan yuridis masing-masing

negara.’

Dalam hal rakyat pada suatu
negara telah berkomitmen mempercayakan
pelestarian dan integritas konstitusi sebagai
“titipan suci” pada kekuasaan kehakiman'®
maka apabila legislatif (melalui produk
legislasinya) maupun eksekutif (lewat
tindakan pemerintahan yang dilakukan
terhadap rakyat) melebihi dan melampaui
bahkan

kewenangannya, bertentangan

dengan  konstitusi, maka kekuasaan

kehakiman (melalui putusan yuridis-
konstitusionalnya) tampil sebagai entitas
penjaga, pelindung, dan pengawal
konstitusi untuk menyelesaikan konflik
konstitusional tersebut. Paradigma judicial
supremacy demikian meletakkan kekuasaan
kehakiman memegang otoritas tunggal,

terkuat, dan tak terbantahkan untuk secara

% Jr. Richard H. Fallon, The Dynamic Constitution:
An Introduction to American Constitutional Law and
Practice (New York: Cambridge University Press,
2013), hlm. 11.

10 Timothy S. Huebner, The Southern Judicial
Tradition: ~ State  Judges  and  Sectional
Distinctiveness 1790-1890 (London: The University
of Georgia Press, 1999), him. 136.

otoritatif menjadi “pemimpin” dalam
aktivitas menginterpretasikan konstitusi,
menetapkan makna yang tepat, definitif,

dan sahih secara konstitusional di atas

lembaga-lembaga negara lainnya.!!
Implikasi-logisnya  adalah  kekuasaan
kehakiman menjadi  superior  untuk

menentukan makna konstitusi di atas
lembaga negara lainnya, sehingga secara
yuridis suprastruktur politik yang menjadi
pihak  langsung dalam  pelaksanaan
pemerintahan dan aktivitas bernegara,
terikat secara praktis untuk menerima
bahwa konstitusi adalah apa yang dikatakan
oleh para hakim sebagaimana tercermin
dalam putusannya. Karakter dan sifat

putusan yang final dan keberlakuan

mengikat  sebagai  atribut  judicial
supremacy, secara linier merestriksi,
membatasi, dan bahkan menghalangi

cabang-cabang kekuasaan politik dalam
pemerintahan nasional untuk mencapai
penafsiran mereka sendiri mengenai suatu

hal yang konstitusional. 2

Dalam  perspektif ~ komparatif,
menguatnya  pengujian  konstitusional
(constitutional review) kekuasaan

kehakiman yang menghasilkan putusan

! Keith E. Whittington, Political Foundations of
Judicial Supremacy: The President, The Supreme
Court, and Constitutional Leadership in U.S History
(New Jersey: Princeton University Press, 2007),
him. 1.

12 Weiner, The Political Constitution: The Cases
Against Judicial Supremacy, hlm. 76.



bersifat final di atas lembaga-lembaga
lainnya dan erga omnes telah banyak
dipraktikkan oleh berbagai negara di dunia.
Praktik demikian menyebar ke negara-
negara yang cenderung menganut bentuk
pengujian konstitusional bertipologi strong-
form review, tidak terkecuali Indonesia.'®
Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
mengatur ihwal keberlakuan final dan
mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia. Karakter eksekutorial
Putusan MKRI yang bersifat self-executing,
erga omnes, final and binding, dan inkracht
van  gewijsde sejak saat diputus.
Konsekuensi sifat strong-form review
mendudukkan =~ Mahkamah  Konstitusi
Republik Indonesia pada posisi superior di
atas lembaga-lembaga negara lainnya
sehingga mengklaim dirinya sebagai
lembaga kekuasaan kehakiman tunggal
penafsir  konstitusi (the sole judicial

interpreter  of  the  constitution)."*

13 Strong-form Review merupakan bentuk tipologis
pengujian konstitusional yang menegaskan bahwa
tidak ada ruang bagi legislatif untuk melakukan
pengesampingan keberlakuan mengikat terhadap
putusan kekuasaan kehakiman yang membatalkan
undang-undang  yang  bertentangan  dengan
Konstitusi. Lihat pendapat Gerhard van Der Schyff

dalam Gerhard van Der Schyff, Judicial Review of

Legislation: A Comparative Study of The United
Kingdom, the Netherlands, and South Africa
(Tilburg: Springer Science+Business Media B.V.,
2010), hlm. 181.

4 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 005/PUU-IV/2006 tertanggal 23
Agustus 2006.

15 Mark Tushnet dan Rosalind Dixon, “Weak-form
Review and Its Constitutional Relatives: An Asian
Perspective,” in Comparative Constitutional Law in

Hubungan Antar Lembaga Negara| 9

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 47
ayat (1) Undang-Undang Mahkamah
Konstitusi Korea Selatan juga memiliki
kewenangan menguji konstitusionalitas
undang-undang yang putusannya bersifat
erga omnes, tidak hanya terhadap para
pihak semata, tetapi juga wajib ditaati oleh
pengadilan umum, lembaga negara,
sekaligus pemerintah daerah.'® Mahkamah
Konstitusi Jerman melalui § 31 ayat (1)

Bundesverfassungsgericht (BVerfGG)

dengan  tegas  mengatakan  bahwa

putusannya mengikat organ-organ

konstitusional baik di tingkat federal
maupun Ldnder sehingga keberlakuannya
mengikat segala cabang kekuasaan pada
setiap tingkat pemerintahan. Mahkamah
Konstitusi Jerman menegaskan bahwa efek
mengikatnya putusan inkonstitusionalitas

terhadap suatu undang-undang akan secara

Asia, ed. oleh Rosalind Dixon dan Tom Ginsburg
(Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc.,
2014), him. 103; Lihat pendapat lainnya dalam Pan
Mohammad Faiz dan M. Lutfi Chakim, Peradilan
Konstitusi: ~ Perbandingan — Kelembagaan dan
Kewenangan Konstitusional di Asia (Depok: PT.
RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 94; Pendapat
senada juga dikemukakan Andy Omara dalam Andy
Omara, “Comparing the Approaches of The
Constitutional Court of Korea and The
Constitutional Court of Indonesia in Deciding
Constitutional Cases Associated with Economic and
Social Rights,” in The Constitutional Court of Korea
as A Protector of Constitutionalism: Global
Perspectives, ed. oleh AACC Secretariat for
Research and Development (Seoul: SRD Research,
2021), hlm. 245.
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linier pula menghalangi legislatif untuk
memberlakukannya kembali.'®

Masifnya kekuasaan kehakiman yang
membangun

pondasi pengujian

konstitusionalnya bertipologi strong-form

review, memunculkan  problematika
ketatanegaraan baru yakni bagaimana
apabila kekuasaan kehakiman

mengeluarkan putusan yang dianggap
“tidak tepat”? Sebagaimana dikemukakan
oleh Juvenal, seorang satiris asal Romawi,
yang kemudian dikutip oleh Fred R.
Shapiro yakni sed quis custodiet ipsos
217

custodes?'’ yang bermakna siapa yang akan

menjaga para penjaga itu sendiri.
Kekuasaan kehakiman sejatinya adalah
elemen “pengawas” dan “penjaga” agar

undang-undang dan tindakan pemerintahan

yang dilakukan kepada rakyat tidak
bertentangan dengan Konstitusi.
Konstitusionalisme  yang  bersendikan

prinsip check and balances mengatur
bahwa masing-masing cabang kekuasaan
bernegara  saling  menyeimbangkan,
mengawasi, dan memeriksa. Dalam aspek
kekuasaan

interpretasi  konstitusional,

kehakiman sebagaimana paradigma judicial

16 Donald P. Kommers dan Rusell A. Miller, The
Constitutional ~ Jurisprudence of The Federal
Republic of Germany (Durham and London: Duke
University Press, 2012), him. 37.

17 Fred R. Shapiro, The New Yale Book of Quotations
(New Haven: Yale University Press, 2021), him.
437; Kalimat tersebut juga dikutip oleh John Stuart
Mill untuk menjelaskan kekuasaan Parlemen yang
sangat berdaulat dan tinggi, lihat dalam John Stuart

supremacy, praktis tidak dikontrol, diawasi,
maupun diperiksa oleh lembaga manapun.
Kekuasaan kehakiman yang seharusnya

terikat oleh teks konstitusi (beserta

pemahaman dan intensi para perumus

konstitusi yang melatarbelakanginya),

justru  pada  beberapa = momentum

melakukan  “ketidaktepatan” memutus,

seperti: bertransformasi menjadi “aktor-

aktor” politik sehingga mengafirmasi

kepentingan politik dominan,'®

menafsirkan konstitusi dengan menjauhi

teks  konstitusi  (beyond the  text),

menghasilkan putusan

yang
mendelegitimasi dan/atau mengintervensi

cabang  kekuasaan  lainnya,  serta

mengeluarkan produk putusan yang bersifat

non-eksekutorial ~ atau  tidak  dapat

dilaksanakan.
Kekuasaan kehakiman merupakan

institusi yang pelaksanaannya

digantungkan dari kinerja manusia (human
institutions). Keberadaannya tidak selalu
aksiomatik benar dan sempurna dalam hal

menginterpretasikan konstitusi, ia

terkadang sukses, namun bisa salah dan

Mill, Considerations on Representative Government
(Auckland: The Floating Press, 2009), him. 116.

18 Michael J. Perry, The Constitution in The Courts:
Law or Politics? (New York: Oxford University
Press, 1994), him. 5-6; Lihat juga pendapat Mark
Tushnet  sebagaimana  dikutip oleh  Erwin
Chemerinsky dalam Erwin Chemerinsky, The Case
Against Supreme Court (New York: The Penguin
Group, 2014), him. 315.



1. Praktik negara common-law system

gaga
seperti Amerika Serikat menjadi contoh
konkret bahwa kekuasaan kehakiman
tertinggi di  Amerika Serikat, yakni
Mahkamah Agung Amerika Serikat, telah
menghasilkan beberapa putusan yang salah,
keliru, dan fatal dengan melegalisasi praktik
perbudakan pada Prigg v. Pennsylvania
(1842)% serta mengecualikan orang kulit
hitam ras Afrika-Amerika sebagai warga
negara Amerika Serikat pada kasus Dred
Scott v. Sandford (1857).2' Hal demikian
kontraproduktif dengan paradigma judicial
supremacy yang digaungkan dengungnya
oleh Hakim Ketua John Marshall dalam
kasus Marbury v. Madison (1803) pada
pernyataannya yakni “It is emphatically the
province and duty of the judicial
department to say what the law is.”** Kedua
putusan tersebut mendapatkan resistensi

tinggi hingga saat ini sehingga dicap

9 Tsvi Kahana, “The Partnership Model of The
Canadian Notwithstanding Mechanism: Failure and
Hope” (University of Toronto, 2000), hlm. 273;
Relevansikan dengan pendapat Erwin Chemerinsky
dalam Chemerinsky, The Case Against Supreme
Court, hlm. 319.

2041 U.S. 539 (1842).

2l 60 U.S. 393 (1857). Pandangan pada kasus ini
dikemukakan oleh Hakim Ketua Taney yang
mengatakan bahwa budak adalah “properti”
sebagaimana dilindungi oleh Amandemen Kelima
Konstitusi Amerika Serikat, sehingga apabila
terdapat undang-undang yang hendak mencabut
kepemilikan pemilik atas budaknya (yang
dianalogikan sebagai properti), maka undang-
undang tersebut adalah konstitusional. Hakim Taney
yang beraliran originalism mengatakan bahwa
pengecualian ras Afrika-Amerika sebagai warga
negara Amerika Serikat, adalah karena para perumus
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sebagai salah satu putusan paling buruk
yang pernah dihasilkan oleh Mahkamah
Agung Amerika Serikat.® Kehadiran
putusan tersebut, baik langsung maupun
tidak langsung, turut memicu kulminasi
perlawanan ras Afrika-Amerika melalui
Perang Saudara di Amerika Serikat pada
tahun 1861 - 1865 sebagai respon amarah
atas tindakan institusi ketatanegaraan
Amerika Serikat yang turut melanggengkan
praktik perbudakan. Praktik perbudakan
benar-benar dihapuskan pasca disahkannya
Amandemen Ketigabelas dan Kelimabelas
Konstitusi Amerika Serikat.
Ketidakpatuhan terhadap putusan
kekuasaan kehakiman merupakan
problematika ketatanegaraan yang dipicu
akibat ketidakpercayaan publik terhadap
integritas, netralitas, dan profesionalitas

kekuasaan kehakiman sebagai penjaga,

pengawal, dan penafsir otoritatif dari

Konstitusi tidak berkehendak dan berintensi untuk
melindungi hak-hak mereka.

225U.8. 137 (1803), him. 177.

2 Paul Finkelman, “Scott v. Sandford: The Court’s
Most Dreadful Case and How it Changed History,”
Chicago-Kent Law Review 82, no. 1 (2006), him. 3;
Relevansikan juga dengan pendapat Keith E.
Whittington dalam Keith E. Whittington, “The Road
Not Taken: Judicial Authority, and Political
Questions,” The Journal of Politics 63, no. 2 (2001),
hlm. 365; Lihat pandangan Sanford Levinson dalam
Sanford Levinson, “Is Dred Scott Really The Worst
Opinion of All Time? Why Prigg is Worse than Dred
Scott (But Likely to Stay Out of the ‘Anticanon’),”
Harvard Law Review Forum 125, no. 23 (2011),
hlm. 23; Tinjau juga pendapat Mark A. Graber dalam
Mark A. Graber, “Desperately Ducking Slavery:
Dred Scott and Contemporary Constitutional
Theory,” Constitutional Commentary 14, no. 686
(1997), hlm. 271.
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konstitusi. Faktor elemen ketidakpatuhan
konstitusional (constitutional disobedience)
lembaga-lembaga negara di samping
kekuasaan kehakiman dan faktor putusan
konstitusi yang tidak memberikan mandat
konstitusional ~yang tepat sehingga
putusannya bersifat non-executable juga
menjadi pengaruh signifikan terhadap daya
laku dan daya ikat Putusan Mahkamah
untuk

Konstitusi diimplementasikan.

Resiliensi dan keberlakuan mengikat
putusan kekuasaan kehakiman akan diuji
ketika ia berada di luar persidangan dan
berlaku di tengah-tengah masyarakat.
Penerimaan produk kekuasaan kehakiman
berupa putusan sebagai “hukum” yang
secara mengikat berlaku di masyarakat
berdasarkan asas erga omnes, tidak serta-
merta menjadi jaminan yang linier akan
berlaku efektif dan ditaati di masyarakat.?*

Pada konteks ini, faktor kepercayaan

terhadap Mahkamah Konstitusi sangat
perlu dibangun. Hakim Konstitusi harus
menjaga imparsialitas,
keindependensiannya, juga secara personal
menjaga nilai-nilai etik, serta mendasarkan
putusan pada strong reasonable argument

dan menimbang dari berbagai perspektif

24 Ferinda K. Fachri, “Wahidduddin Adams:
Pelaksanaan Putusan MK Tergantung Kesadaran
Organ Negara”, 19 Juli 2022,
https://www.hukumonline.com/berita/a/wahidduddi
n-adams--pelaksanaan-putusan-mk-tergantung-

sehingga memberikan argumen yang kuat

dalam pertimbangan hukumnya.?

Final dan Mengikat Putusan Mahkamah

Konstitusi dalam Praktek
Pelaksanaannya

Mantan Hakim Mahkamah Agung
Amerika Serikat, Robert H. Jackson, dalam
kasus Brown v. Allen (1953)*° melalui
jukstaposisinya masyhurnya pernah berkata
bahwa “We are not final because we are
infallible, but we are infallible because we
are final” Kesempurnaan kekuasaan
kehakiman terletak pada finalitas dan
keberlakuan mengikat putusannya. Negara
common-law system yang menganut kuat
doktrin stare-decisis dengan keterikatan
atas preseden dalam memutus sebuah kasus
hukum menempatkan posisi putusan hakim
dalam kedudukan yang fundamental
sebagai judge-made law. Adanya preseden
berfungsi sebagai kontrol pembatasan yang
mengikat bagi para hakim, agar hakim
dalam membuat satu putusan hukum
berbasis pada analisis yuridis berdasarkan
teks dan prinsip-prinsip hukum yang
berkeadilan, tidak melibatkan pengaruh
nilai-nilai internal (seperti preferensi politik
pribadinya dan ideologinya) maupun

eksternal sehingga memengaruhi hasil

kesadaran-organ-negara-1t62d5a51b5c6f7, diakses
pada 17 November 2022.

2 Aalt Willem Heringa, In Courts We Trust: Courts
as Defenders of The Rule of Law and Parliamentary
Democracy, (The Hague: Eleven, 2022), him. 19.
26344 U.S. (1953).




putusan.?’ Meskipun menempati posisi vital
dalam sistem ketatanegaraan Anglo-Saxon,
preseden hakim bukan tidak mungkin
disimpangi dan/atau tidak diberlakukan
oleh  hakim-hakim setelahnya. Hal

demikian  tercermin  dari  pendapat
Mahkamah Agung Amerika Serikat yang
dikemukakan oleh Hakim Ketua William
H. Rehnquist pada kasus Payne v.
Tennessee  (1991)®  bahwa meskipun
doktrin stare decisis adalah kepentingan
fundamental dalam negara hukum, akan
tetapi ia bukanlah sebuah “perintah yang tak
terbantahkan”. Lebih lanjut, Mahkamah
Agung Amerika Serikat dalam kasus a quo
juga  menyatakan  bahwa  praktik
konstitusional di Amerika Serikat tidak
menerapkan secara rigid doktrin stare
decisis pada kasus-kasus konstitusional
dibandingkan dengan kasus-kasus yang
bersifat nonkonstitusional. Dalam
penelitian Michael J. Gerhardt, Mahkamah
Agung Amerika Serikat sejak 1780 sampai
dengan akhir 2004 pada 133 (seratus tiga
puluh tiga) kasus, telah melakukan
pengesampingan keberlakuan (overrule)
terhadap 208 preseden.”’ Data empiris
menandakan bahwa

demikian

prediktabilitas dan  keajegan  dalam

2T David Schultz, Constitutional Precedent in US
Supreme Court Reasoning (Massachusetts: Edward
Elgar Publishing, Inc., 2022), hlm. 19.

28501 U.S. 808.

2 Michael J. Gerhardt, The Power of Precedent
(New York: Oxford University Press, 2008), him. 9.
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menerapkan putusan hakim-hakim
terdahulu melalui preseden, tidak serta-
merta menjadi justifikasi bahwa putusan
hakim yang bersifat final dan mengikat
tidak dapat disimpangi. Seorang hakim
yang hendak menyimpangi suatu putusan
(in casu preseden) yang bersifat final dan
mengikat, bukan didasarkan secara
sederhana pada ketidaksepakatan terhadap
putusan sebelumnya.’® melainkan ia harus
menjustifikasi alasan pengesampingannya
yang termanifestasi dalam ratio-decidendi
putusan, salah satunya yakni telah terjadi
perubahan kondisi dibandingkan pada saat
diucapkan pada kasus sebelumnya.! Dalam
sistem hukum Eropa-Kontinental atau civil
law system, penyelesaian permasalahan
hukum menempatkan teks-teks aturan
hukum dalam undang-undang sebagai
instrumen resolusi konflik atas
permasalahan hukum. Melalui kewenangan
interpretasinya, hakim menerapkan hukum
sebagaimana tereksplisitkan dalam undang-
undang terhadap fakta dan kasus konkret.
Putusan kekuasaan kehakiman berbasis
pada apa yang “dikatakan” oleh undang-
undang. Putusan-putusan hakim
sebelumnya pada kasus yang serupa juga
tidak memengaruhi hakim ihwal bagaimana

% Amy Coney Barrett, “Precedent and

Jurisprudential Disagreement,” Texas Law Review
91 (2013), him. 1723.

31 Benjamin Nathan Cardozo, The Nature of Judicial
Process (New Haven: Yale University Press, 1969),
hlm. 150.
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seharusnya memutus  sebuah  kasus
sebagaimana pandangan doktrin stare

32
common-law  system.

decisis  dalam

Paradigma formalistis-legalistis-
positivistik yang menerapkan secara
tekstualis pasal dalam undang-undang,
dalam implementasinya pada kasus-kasus
yang bersifat nonkonstitusional, hakim-
hakim cenderung “lebih mudah” dalam
menginterpretasikannya karena norma yang
terdapat dalam undang-undang bersifat
konkret, rinci, dan dapat langsung berlaku
kepada masyarakat.*?

ketika

Berbeda halnya

hakim (in casu Mahkamah
Konstitusi) dihadapkan pada perkara-
perkara yang bersifat konstitusional di
mana yang menjadi objek pengujian
konstitusional adalah undang-undang itu
sendiri. Norma dalam undang-undang
memiliki karakter yang sangat berbeda
dengan norma konstitusi yang hanya
memuat prinsip-prinsip esensial bernegara,
garis-garis besar, dan aturan-aturan pokok
dengan gaya bahasa yang sederhana dan
akurat3* Konstitusi didesain  dengan
penormaan pasal yang bersifat sangat

general dan luas dengan intensi agar

32 Schultz, Constitutional Precedent in US Supreme
Court Reasoning, hlm. 2-3.

3 Maria Farida Indrati Soeprapto, lmu Perundang-
undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan
(Sleman: PT. Kanisius, 2007), hlm. 51.

3* Lihat Penjelasan Umum Angka IV UUD 1945 dan
relevansikan dengan apa yang dikutip oleh H.M.
Arsyad Sanusi dalam H. M. Arsyad Sanusi, Tebaran
Pemikiran  Hukum dan  Konstitusi  (Jakarta:
Milestone, 2011), hlm. 569.

keberlakuannya sebagai norma

fundamental dan pokok-pokok dasar
bernegara tidak cepat usang, mampu adaptif
dan suportif dalam mengakomodasi
perkembangan sosial kemasyarakatan dan
problematika ketatanegaraan di masa
mendatang. Sifat generalitasnya norma
dalam konstitusi terkadang ambigu, tidak
jelas, samar, dan bahkan sukar ditentukan
secara  pasti

maknanya tepat.

yang
Sebagaimana dipaparkan oleh Mantan
Hakim Ketua Mahkamah Agung Israel,
Aharon Barak, dalam beberapa kasus-kasus
konstitusional, hakim dihadapkan pada
norma-norma konstitusi yang samar dan
tidak jelas ketika akan diaplikasikan guna
menyelesaikan keadaan konkret/kondisi
faktual. Dalam hal proses ekstraksi makna-
makna tunggal tidak dapat diperoleh
melalui kanal interpretasi, maka hakim
harus bergerak dari fase deklaratif atau
interpretasi  konstitusi  (constitutional
interpretation) menuju fase kreatif atau
konstruksi konstitusional (constitutional
construction)® menggunakan

hakim  (judicial

engan

kekuasaan  diskresi

discretion)  Kekuasaan  kehakiman

35 Keith E.  Whittington,  Constitutional
Interpretation: Textual Meaning, Original Intent,
and Judicial Review (Kansas: University Press of
Kansas, 1999), him. 1.

3¢ Aharon Barak, “On Judging,” in Judges as
Guardians of Constitutionalism and Human Rights,
ed. oleh Martin Scheinin, Helle Krunke, dan Marina
Aksenova  (Massachusetts: ~ Edward  Elgar
Publishing, Inc., 2016), him. 28.



sebagai pemegang otoritas  tertinggi
menafsirkan hukum dasar, hukum tertinggi,
dan hukum terpenting dalam negara tidak
dapat dipungkiri menafsirkan konstitusi
menggunakan kekuasaan diskresi yang
dibebankan kepadanya. Kekuasaan diskresi
hakim yang tercermin dalam putusannya
memberikan legitimasi kepada hakim untuk
mengeluarkan putusan yang berkekuatan
final sehingga memposisikan hakim
sebagai deklarator “apa itu hukum”?’ yang
berdaya laku mengikat (tidak ada yang
dapat melakukan peninjauan
terhadapnya).®

Dengan menggunakan pendekatan
penafsiran  konstitusi secara original
intent’’ pendirian salah satu kekuasaan
kehakiman tertinggi di Indonesia yakni
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
telah sejak awal diinisiasikan menjadi
peradilan tingkat pertama dan akhir, yang
bertugas menafsirkan undang-undang
terhadap konstitusi, dan putusannya bersifat

final. Pembahasan mengenai finalitas

37 Maria Iglesias Vila, Facing Judicial Discretion:
Legal Knowledges and Rights Answers Revisited
(Dordrecht: Springer Science+Business Media,
2001), him. 6.

3 Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously
(Cambridge: Harvard University Press, 1978), him.
32; Pendapat yang sama juga dikemukakan Nathan
Isaacs dalam Nathan Isaacs, “The Limits of Judicial
Discretion,” The Yale Law Journal 32, no. 4 (1923),
hlm. 341; Kent Greenawalt, “Discretion and Judicial
Decision: The Elusive Quest for the Fetters That
Bind Judges,” Columbia Law Review 75, no. 2
(1975), hlm. 365.

3 Pendekatan penafsiran konstitusi secara original
intent adalah pendekatan penafsiran konstitusi yang
menafsirkan konstitusi sebagaimana pemahaman
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Putusan Mahkamah Konstitusi pertama kali
mengemuka pada tanggal 29 Juli 2000
melalui Rapat Pleno PAH I ke-51 BP MPR.
Dalam rapat tersebut BP MPR di samping
merumuskan kewenangan MK dalam Pasal
25B ayat (2) juga memberikan usulan
mengenai  sifat putusan Mahkamah
Konstitusi yang diatur dalam Pasal 25B ayat
(3). Usulan tersebut berbunyi sebagai
berikut:

Ayat (3)

Putusan  Mahkamah Konstitusi

merupakan — putusan  tingkat

pertama dan terakhir

Rumusan Pasal 24C ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945 yang berbunyi
“....berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final...” muncul sejak Perubahan
Pertama, ketika Panitia Ad Hoc I (PAH 1)
Badan Pekerja (BP) MPR membahas

Perubahan ketentuan mengenai MA. Pada

dan/atau intensi para perumus konstitusi (founders)
pada saat konstitusi dibentuk. Lihat lebih lanjut
dalam Harry H. Wellington, Interpreting The
Constitutions: The Supreme Court and The Process
of Adjudication (New Haven and London: Yale
University Press, 1990), hlm. 49; Tinjau juga
pendapat Craig R. Ducat dalam Craig R. Ducat,
Constitutional Interpretation (Wadsworth: Cengage
Learning, 2009), hlm. G4; Relevansikan dengan
pendapat H. Jefferson Powell dalam H. Jefferson
Powell, “The Original Understanding of Original
Intent,” Harvard Law Review 98, no. 5 (1985), hlm.
886; Stephen Breyer, Active Liberty: Interpreting
Our Democratic Constitution (Toronto: Alfred A.
Knopf, 2005), hlm. 115-16.
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rapat ke-5 BP MPR tanggal 23 Oktober
2001, Pimpinan PAH I menyampaikan
laporan perkembangan pelaksanaan tugas
PAH I kepada BP MPR. Terkait dengan
rumusan dimaksud, PAH I melalui Jakob
Tobing menyampaikan laporan. Dalam
laporan tersebut, rumusan Pasal 24A ayat

(2) menyatakan:*’

“Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili perkara dari tingkat 1 dan
terakhir yang putusannya bersifat final

untuk  menguji  undang-undang  (dan

peraturan  perundang-undangan di
bawahnya)  terhadap — Undang-Undang
Dasar, memutuskan perselisihan
kewenangan  atau  kompetensi  antar
lembaga (negara), memutuskan

pembubaran partai politik (atas tuntutan
yang sah), dan memutuskan perselisihan

tentang hasil pemilihan umum.”

Dengan mencermati suasana
kebatinan  (geistlichen  hintergrund),
perdebatan intelektual, dan pendapat-

pendapat yang dikemukakan oleh para

perumus Konstitusi Indonesia pada saat

40 Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan
Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif
Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik  Indonesia  Tahun 1945: Buku VI
Kekuasaan Kehakiman (Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm.
426-27.

41 Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan
Hasil Perubahan UUD 1945 (Buku VI), him. 496.

2 Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan
Hasil Perubahan UUD 1945 (Buku VI), him. 485.

proses perubahan konstitusi, institusional
Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai
wadah ajudikasi konstitusional yang
putusannya bersifat final.*! ntensi yang
dicita-citakan oleh para perumus konstitusi
dalam membentuk

Mahkamah

kelembagaan
Konstitusi, sebagaimana
terartikulasikan dalam suasana kebatinan
pembentukan konstitusi adalah sebagai
berikut: (1) mempercepat penyelesaian
sengketa konstitusional/ketatanegaraan;*?
(2) memberikan jalan keluar atas penafsiran
konstitusi yang final dan otoritatif;*® (3)
mencegah  kebuntuan  konstitusional
(constitutional ~ deadlock/stagnancy); (4)
menyelesaikan konflik konstitusional;* (5)
mengawal  demokrasi  dan

kemurnian UUD NRI Tahun 1945; dan (6)

menjaga

menegakkan supremasi konstitusi.*> Dalam
pengujian konstitusional (judicial review),
para perumus konstitusi juga berkehendak
bahwa keberlakuan/daya laku (validity)
putusan yuridis-konstitusional (termasuk
interpretasi konstitusi) yang dihasilkan oleh

Mahkamah Konstitusi, sejatinya bersifat

43 Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan
Hasil Perubahan UUD 1945 (Buku VI), hlm. 591—
92.

4 Lihat pendapat Ramlan Surbakti dalam Tim
Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil
Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif
Perubahan  Undang-Undang — Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945: Buku 1 Latar
Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945
(Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 547-48.

45 Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan
Hasil Perubahan UUD 1945 (Buku I), him. 663.



tidak mengikat. Mahkamah Konstitusi
hanya merupakan sarana legal-
konstitusional yang berposisi sebagai
negative  legislator ~ dengan  tugas
menyatakan suatu undang-undang
bertentangan dengan konstitusi. Pendapat
ini dapat dicermati dalam pandangan salah
satu perumus konstitusi Hartono Mardjono
dari F-PDU yang memberikan
argumentasinya mengenai  keterikatan
lembaga-lembaga negara lainnya dalam
melaksanakan, menindaklanjuti, maupun
mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi.
Pandangan tersebut berbunyi sebagai
berikut:
“.. putusan yang dihasilkan oleh
Mahkamah Konstitusi meskipun namanya
putusan, sifatnya tidak condemnatoir tapi
sifatnya declaratoir. Kewenangan untuk
mengeksekusi tetap merupakan lembaga-
lembaga yang bersangkutan ... Jadi
Mahkamah  Konstitusi  tidak  punya
wewenang  eksekusi,  seperti  halnya
peradilan tata usaha negara. Dia juga tidak
mempunyai wewenang untuk mencabut satu
ketentuan, tapi dia menyatakan bahwa
peraturan menteri, begitu, dinyatakan
bahwa peraturan menteri itu dinyatakan
bertentangan dengan undang-undang, oleh
karena itu dia dinyatakan tidak sah. Tapi
yang melaksanakan pembatalan  atau
pencabutan  adalah  pejabat  yang

bersangkutan. Mahkamah Konstitusi dalam
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menilai sesuatu undang-undang, dalam
melakukan  judicial — review terhadap
undang-undang, itu pun dia sifatnya
memberi putusan yang sifatnya declaratoir,
tidak condemnatoir. Dinyatakan bahwa
undang-undang itu bertentangan dengan
ketentuan Undang-Undang Dasar pasal ini
... Dengan demikian maka undang-undang
adalah  tidak sah .. Dia tidak
condemnatoir, tidak memberikan hukuman
kepada kesalahan itu ... Declaratoir itu
mengikat, meskipun tidak ada perintah
untuk  mencabut. Tapi itu menjadi
kewajiban moril lembaga yang telah keliru
menerbitkan  undang-undang ... Saya
katakan — Mahkamah  Konstitusi  juga
berwenang untuk melakukan  judicial
review terhadap undang-undang. Saya
tidak sependapat kalau ada yang berpikiran
bahwa produk dari DPR tidak bisa
dikontrol lembaga lain, adalah
kebijakannya. Tapi produk undang-undang
yang dibuat oleh Presiden bersama DPR
bisa saja bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar. Jadi peninjauannya secara
konstitusional — bukan  sebagai  freies
ermessen, bukan sebagai kebijakan. Ini
yang harus dibedakan sehingga di dalam
menilai undang-undang benar atau tidak
terhadap Undang-Undang Dasar, putusan
Mahkamah  Konstitusi ~ juga  bersifat

declaratoir. Sedangkan kekuasaan untuk
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mencabut dan merubah undang-undangnya
tetap pada Presiden dan DPR.”*

Dengan  mencermati  pandangan
tersebut, maka daya laku mengikat putusan
Mahkamah Konstitusi (beserta interpretasi
konstitusionalnya)  terhadap

bukan

lembaga-
lembaga  lain dalam  arti
condemnatoir, yang mana terdapat organ
“pemaksa” yang dapat menjamin kepatuhan
lembaga-lembaga dalam menaati diktum
putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia. Tidak
adanya frasa “mengikat” dalam Pasal 24C
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dapat
ditafsirkan bahwa para perumus konstitusi
pada saat itu tidak secara bulat
berkehendak, berintensi, maupun bertujuan
untuk menjadikan Mahkamah Konstitusi
sebagai lembaga overpower dalam
menginterpretasi dan menentukan makna
definitif, tunggal, dan konstitusional di atas
lembaga-lembaga lainnya terhadap kata,
frasa, dan/atau kalimat dalam konstitusi.
Mahkamah Konstitusi tidak dibekali

dengan “senjata” dan amunisi untuk

4 Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan
Hasil Perubahan UUD 1945 (Buku I), him. 582-84.
4T M. Ali Safa’at et al., Hukum Acara Mahkamah
Konstitusi (Edisi Revisi) (Jakarta: Kepaniteraan dan
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019),
him. 48.

8 Frasa tyranny by minority merupakan kritik Bork
terhadap kondisi ketatanegaraan yang disebutnya
“Madisonian  Dilemma”. Madisonian Dilemma
merupakan  problem  klasik  dalam  sistem
ketatanegaraan di mana kekuasaan legislatif
diizinkan untuk mengatur (aturan hukum/undang-
undang) “apapun” dalam ruang lingkup yang sangat
luas dan lebar dengan alasan sederhana karena ia

memerintahkan lembaga-lembaga negara
lain untuk menaati putusannya. Dengan
menggunakan pendekatan argumentum a
contrario, lembaga-lembaga negara lain
“dapat” tidak menaati, mematuhi, dan

melaksanakan putusan Mahkamah

Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi

(beserta interpretasi  konstitusionalnya)

memang secara teoretik-konseptual bersifat

self-executing, yakni dapat langsung

berlaku/mengeksekusi dengan sendirinya,

akan tetapi secara praktikal elemen

hukum )

kesadaran (konstitusional

lembaga-lembaga negara lain yang paling
menentukan efektivitas dan keberlakuan
putusan Mahkamah Konstitusi. Paradigma
Jjudicial supremacy dengan tipe strong-form
Jjudicial review yang mengagungkan derajat
kekuasaan kehakiman secara lebih superior
dibandingkan lembaga-lembaga negara lain
dalam menentukan makna kata, frasa,
dan/atau kalimat dalam konstitusi pada
akhirnya dapat memicu apa yang pernah
dikemukakan oleh Robert H. Bork sebagai
tyranny by minority/tirani oleh yudisial.*8

merupakan pemegang kedaulatan rakyat (dalam
perspektif majoritarianism). Akan tetapi, pada saat
yang sama menyatakan bahwa rakyat secara
individual memiliki beberapa “kebebasan” yang itu
dikecualikan/dibebaskan dari kontrol majoritarian.
Permasalahannya  ialah  baik  majoritarian
(kekuasaan legislatif dan/atau eksekutif pembentuk
undang-undang) maupun kekuasaan minoritas (para
hakim konstitusi) keduanya sama-sama tidak bisa
dipercaya dalam mendefinisikan lingkup yang tepat
ihwal kewenangan demokratisnya (mengatur aturan
hukum apapun) maupun kebebasan individual (yang
harus dilindungi oleh hakim). Pengadilan di satu sisi
harus secara kuat, energik, dan aktif melindungi hak-



Postulat Lord Acton yang berbunyi
“power tends to corrupt and absolute power
corrupts absolutely.” Sebuah kekuasaan
yang absolut (in casu superiornya
Mahkamah Konstitusi menentukan makna
interpretatif ~di  atas  cabang-cabang
kekuasaan negara lainnya) dapat dianggap
“tidak  tepat” oleh  cabang-cabang
kekuasaan negara lainnya sehingga
berimplikasi ~ adanya  ketidakpatuhan
konstitusional (constitutional disobedience)
dan pembangkangan terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi. Indikator yang dapat
digunakan untuk menyatakan terdapatnya
ketidakpatuhan konstitusional dan

“pembangkangan”  terhadap  Putusan
Mahkamah Konstitusi dalam artikel ini
dibatasi pada 2 (dua) indikator yakni: (1)
Putusan Mahkamah Konstitusi
mengintervensi dan/atau mendelegitimasi
cabang kekuasaan lain; dan (2) Putusan
Mahkamah Konstitusi  bersifat  non-
executable. Beberapa putusan dalam tabel
berikut merupakan putusan-putusan yang
dihasilkan oleh MK akan tetapi dianggap
“tidak tepat” sehingga tidak dapat

dilaksanakan dan/atau tidak ditaati.

hak individual (konstitusional), akan tetapi ia juga
harus secara cermat dan teliti untuk tidak
mengingkari hak untuk mengatur (yang diwujudkan
dalam produk undang-undang) yang dimiliki secara
legitimate oleh  kekuasaan  majoritarianism.
Pendapat ini dikemukakan oleh Robert H. Bork
dalam Robert H. Bork, “Constitution, Original
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Intent, and Economic Rights,” The San Diego Law
Review 23, no. 4 (1986): 824.

4 Kutipan ini merupakan penggalan dari Letter to
Archbishop Mandell Creighton (5 April 1887) yang
disampaikan oleh John Emerich Edward Dalberg
(Lord Acton).
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Tabel 1

Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi

No.| Putusan Problematika Analisis
Mahkamah
Konstitusi

1. [ Putusan MK | Putuan MK bersifat | Dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi
Nomor non-executable memutus bahwa Pasal 160 Undang-Undang
7/PUU- Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum
VI1/2009 Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang

berbunyi “Barang siapa di muka umum dengan
lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan
perbuatan  pidana, melakukan  kekerasan
terhadap penguasa umum atau tidak menuruti
baik ketentuan undang-undang maupun perintah
jabatan yang diberikan berdasar ketentuan
undang-undang, diancam dengan pidana
penjara paling lama enam tahun atau pidana
denda paling banyak empat ribu lima ratus
rupiah” sebagai delik materiil. Konsekuensi dari
delik materiil berimplikasi bahwa telah terjadi
tindak pidana penghasutan apabila akibat yang
ditimbulkan akibat penghasutan tersebut dapat
dibuktikan relasi keterikatannya dengan akibat
yang ditimbulkan oleh tindak pidana
penghasutan tersebut. Akan tetapi putusan MK
yang telah memaknai secara konstitusional
bersyarat Pasal 160 KUHP, justru tidak
diindahkan oleh Majelis Hakim Agung
Mahkamah Agung dalam Putusan MA RI
Nomor 229 K/MIL/2013 tertanggal 17
Desember 2013. Dalam Putusan MA a quo,
hakim agung dalam perkara tersebut, justru
melakukan penggeneralisasian dengan hanya
mengatakan tindakan Terdakwa dari Yon Armed
15/76 melakukan rapat untuk kemudian
menyampaikan 5 (lima) tuntan kepada Mapolres
Ogan Komering Ulu telah mewujudkan kesatuan
semangat untuk berunjuk rasa. Unjuk rasa
tersebut kemudian berjalan anarkis sehingga
mengakibatkan pelemparan, pembakaran, dan
perusakan bangunan serta kendaraan dinas
Polres Ogan Komering Ulu. Dalam pandangan
hakim pada kasus tersebut, usaha terdakwa
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mengumpulkan rekan-rekan militernya untuk
kemudian berunjuk rasa, dapat dikategorikan
sebagai tindakan penghasutan, secara delik
formil. Padahal apabila dikaitkan dengan
Putusan MK a quo, sudah seharusnya dilihat
apakah ada keterikatan yang kuat antara
perintah/suruhan/upaya Terdakwa
mengumpulkan rekan-rekan militernya dengan
aksi unjuk rasa yang berujung anarkis. Hakim
Mahkamah Agung dalam perkara in casu a quo,
tidak mengindahkan Putusan MK yang
memahami Pasal 160 KUHP ditafsirkan dalam
perspektif delik materiil, sehingga yang
seharusnya dilihat adalah apakah tindakan
anarkis, pembakaran, perusakan, dan
pelemparan sehingga menyebabkan kerusakan di
Polres Ogan Komering Ulu adalah tindakan
penghasutan dari Terdakwa atau karena inisiasi
dari pelaku-pelaku yang ikut dalam aksi unjuk
rasa.

Putusan demikian menjadi bukti bahwa
keberlakuan final dan mengikat suatu putusan
belum dapat menjamin kekuasaan kehakiman
lain menerima putusan tersebut, karena masing-
masing institusi mengklaim sama-sama memiliki
independensinya sendiri. Putusan yang demikian
juga menjadi indikasi
ketidakberfungsian/ketidakterlaksanaan
(defunctional) Putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan MK
Nomor
138/PUU-
VII/2009

Putusan MK
mendelegitimasi
kewenangan
konstitusional DPR

Dalam perkara ini, MK menjatuhkan putusan
terhadap perkara permohonan pengujian
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. MK memandang bahwa Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(selanjutnya disebut Perpu) sejatinya adalah
pengganti Undang-Undang. Materi muatan yang
diatur dalam Perpu seharusnya diatur dalam
wadah Undang-Undang, akan tetapi karena
terdapat  “kegentingan  yang  memaksa”,
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konstitusi memberikan hak tersebut kepada
Presiden. MK juga berpandangan bahwa Perpu
melahirkan norma hukum sehingga berimplikasi
pada timbulnya: status hukum baru, hubungan
hukum baru, dan akibat hukum baru. Norma
hukum tersebut berlaku secara sah dan memiliki
keberlakuan mengikat seperti Undang-Undang,
bahkan sebelum adanya pendapat DPR untuk
menolak atau menyetujui Perpu.

Putusan MK yang bersifat final dan mengikat ini
menimbulkan implikasi hukum terhadap kondisi
penderogasian kewenangan konstitusional DPR
untuk  “menguji”  konstitusionalitas  Perpu
sehingga dapat berlaku menjadi undang-undang
ataupun ditolak dan harus dicabut melalui kanal
Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun
1945. Mekanisme check and balances terhadap
Perpu yang secara expressis verbis ditentukan
oleh konstitusi menjadi ranah kewenangan DPR,
pasca adanya putusan ini, diserahkan juga
kepada MK. Konstitusi membedakan secara
tegas pengaturan Undang-Undang (melalui Pasal
20 UUD NRI Tahun 1945) dengan pengaturan
Perpu (melalui Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945).
Berkaitan dengan mekanisme check and
balances yang ditentukan oleh Konstitusi
terhadap produk undang-undang, menjadi
kewenangan MK sesuai Pasal 24C ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945. Pun halnya dengan mekanisme
check and balances terhadap Perpu, konstitusi
juga telah mengatur menjadi kewenangan DPR.

Dengan adanya putusan demikian, praktis
memunculkan problematika hukum baru, yakni:
(1) Bagaimana apabila konstitusionalitas Perpu
sedang diuji lantas kemudian DPR menyetujui
Perpu tersebut untuk ditetapkan menjadi
undang-undang; dan (2) Bagaimana apabila
Perpu yang sedang diuji konstitusionalitasnya
terhadap UUD NRI Tahun 1945 diputus
inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi,
sebelum DPR menyetujui atau menolak
penetapan Perpu tersebut menjadi Undang-
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Undang? Jawaban persoalan pertama adalah
permohonan pengujian Perpu yang sedang
diperiksa oleh MK akan dinyatakan kehilangan
objek. Akan tetapi permasalahan kedua, akan
sukar dijawab karena belum terdapat praktik
ketatanegaraan demikian. Apabila MK memutus
inkonstitusional sehingga harus dibatalkan,
maka sejatinya MK  telah  melakukan
pendelegitimasian kewenangan DPR yang
secara konstitusional berwenang melakukan
penolakan terhadap berlakunya Perpu apabila
Perpu bertentangan dengan konstitusi.

Putusan MK
Nomor
92/PUU-
X/2012

Putusan MK
bersifat non-
executable

Putusan MK ini merupakan hasil dari pengujian
beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut
UU Nomor 27 Tahun 2009) dan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(selanjutnya disebut UU Nomor 12 Tahun 2011)
terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dalam Putusan
ini, MK memutus berbagai pasal dalam UU
Nomor 27 Tahun 2009 dan UU Nomor 12 Tahun
2011 baik dengan putusan inkonstitusional dan
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
maupun putusan inkonstitusional bersyarat dan
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Putusan ini juga merupakan upaya MK
mendudukkan secara sejajar peran dan
kewenangan DPD dalam rangka perencanaan,
penyusunan, pembahasan, dan penyebarluasan
undang-undang bersama dengan Presiden dan
DPR.

Keberlakuan final dan mengikat Putusan MK ini
ternyata  justru  tidak  dipatuhi  secara
konstitusional oleh DPR dalam UU Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah. Hal ini berdasarkan rumusan
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norma Pasal 71 huruf ¢ UU Nomor 17 Tahun
2014 yang menyebutkan bahwa “DPR
berwenang membahas rancangan undang-
undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR
vang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan
pemekaran  serta  penggabungan  daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan
pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan
DPD sebelum diambil persetujuan bersama
antara DPR dan Presiden.” Rumusan norma di
atas  merupakan bentuk  ketidakpatuhan
konstitusional terhadap Putusan MK, karena MK
dalam Putusan @ quo mengamanatkan bahwa
DPD bukan hanya diikutsertakan semata, akan
tetapi juga turut membahas bersama dengan
DPR dan Presiden dalam hal undang-undang
yang diajukan berkaitan dengan kewenangan
DPD, otonomi daerah, hubungan pusat dan
daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Pengaturan norma yang demikian juga
ditemukan dalam Pasal 166 ayat (3) jo. ayat (5)
serta Pasal Pasal 248 ayat (1) huruf'b jo. 249 ayat
(1) huruf a UU Nomor 17 Tahun 2014.

Putusan ini menjadi cerminan bahwa kekuatan
putusan final dan mengikat Putusan MK tidak
mampu membendung arogansi kekuasaan antar
lembaga negara sehingga berimplikasi pada
kondisi ketidakpatuhan konstitusional
(constitutional disobedience).

4. | Putusan MK
Nomor
34/PUU-
X1/2013

Putusan MK
bersifat non-
executable karena
dapat disimpangi
oleh undang-undang
lain yang mengatur
pokok substantif
yang sama

Putusan MK ini merupakan hasil dari judicial
review terhadap Pasal 268 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).
Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi
menyatakan inkonstitusional Pasal a quo yang
mengatur bahwa permintaan peninjauan kembali
terhadap suatu putusan dilakukan hanya satu kali
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saja.  Dalam  pertimbangan =~ Mahkamah,
pembatasan permintaan PK yang dibatasi hanya
satu kali menciderai hak asasi manusia,
khususnya hak atas jaminan pengakuan dan
penghormatan terhadap kebebasan serta tuntutan
yang adil.

Putusan yang sejatinya bersifat final dan
mengikat tersebut justru tidak dapat diterapkan
(non-executable).  Meskipun MK  tidak
menyebutkan adressat langsung kepada MA
sebagai institusi yang memutus PK, MA
kemudian menerbitkan Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan
Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara
Pidana. MA pada pokoknya tetap mengatur
bahwa peninjauan kembali dibatasi hanya satu
kali saja, dengan pertimbangan, bahwa terdapat
Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta
Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Republik Indonesia yang mengatur mengenai
perkara peninjauan kembali hanya satu kali,
namun tidak dinyatakan inkonstitusional oleh
MK.

Putusan MK ini merupakan contoh putusan yang
dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian
hukum terhadap putusan yang telah inkracht van
gewijsde. Putusan MK ini juga
merupakan bentuk konkret pendelegitimasian
institusional MK yang putusannya dapat
disimpangi dengan menggunakan argumentasi
bahwa pengaturan yang sama juga ditemukan di
undang-undang yang lain, selain pengaturan
pada pasal yang dibatalkan oleh MK. Dalam hal
ini, MA melakukan pengabaian terhadap
Putusan MK. Putusan ini juga menjadi cermin
bagi MK bahwa kekuatan final dan mengikat
putusannya dapat menyerang legitimasi
institusional MK.
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5. | Putusan MK
32/PUU-
X1/2013

Putusan MK
bersifat non-
executable sebab
terdapat
ketidakpatuhan
pembentuk undang-
undang yang tidak
melaksanakan
putusan Mahkamah
Konstitusi

Dalam putusan ini, MK menyatakan Pasal 7 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992
tentang Usaha Perasuransian bertentangan
dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak
dimaknai frasa diatur lebih lanjut dengan
Undang-Undang yang dibentuk paling lambat 2
(dua) tahun 6 (enam) bulan.

Terlihat bahwa MK memberikan mandat
konstitusional dengan mencantumkan tenggat
waktu pembentukan Undang-Undang terkait
usaha perasuransian yang berbentuk usaha
bersama (mutual)

Sampai saat ini putusan tersebut tidak dijalankan
sebab sudah melewati tenggat waktu yang
dibebankan oleh MK. Padahal MK sendiri
berpendapat bahwa dalam menjalankan kegiatan
usahanya, setiap bentuk usaha perasuransian
memerlukan peraturan dalam bentuk Undang-
Undang dengan tujuan agar memperoleh
perlindungan dan kepastian hukum dalam
menjalankan usahanya

6. | Putusan MK
36/PUU-
XV/2017

Putusan MK
mendelegitimasi
cabang kekuasaan
negara lainnya

MK dalam putusan ini memutuskan menolak
permohonan pemohon yang pada intinya
menyebut KPK bukan merupakan objek hak
angket DPR. Dengan demikian, melalui putusan
a quo menegaskan bahwa KPK merupakan
lembaga yang dapat menjadi objek hak angket
DPR.

Putusan ini sendiri tidak diambil dengan
keputusan bulat. 5 (lima) Hakim Konstitusi yang
pertimbangannya menjadi Putusan MK Nomor
36/PUU-XV/2017, menyatakan bahwa KPK
merupakan lembaga eksekutif, yang
melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain
eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan, yang walaupun bersifat independen,
tidak berarti membuat KPK tidak independen
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dan terbebas dari pengaruh manapun. KPK
independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan
manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya, sehingga KPK tetap dapat
menjadi objek hak angket DPR sebagai bagian
dari fungsi pengawasan yang melekat pada DPR.

Implikasi dari adanya putusan ini adalah dapat
terganggunya status independensi KPK dalam
rangka pemberantasan korupsi. Penggunaan hak
angket DPR terhadap KPK secara eksesif tanpa
batas-batas tertentu dapat merintangi bahkan
mempolitisasi kasus pemberantasan korupsi
yang ditangani oleh KPK.

Putusan MK
30/PUU-
XVI1/2018

Putusan MK
bersifat non-
executable

Dalam putusan ini, MK menyatakan frasa ‘pada
pekerjaan lain’ dalam Pasal 182 hurufi Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum bertentangan dengan UUD NRI 1945
serta tidak mengikat secara bersyarat sepanjang
tidak dimaknai mencakup pula pengurus atau
fungsionalis parpol. Putusan ini melarang
pengurus partai politik untuk menjadi calon
anggota DPD RI.

Pada tataran normatif, putusan ini sejatinya telah
dipatuhi dan ditindaklanjuti oleh KPU dengan
menerbitkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun
2018. Namun secara praktis, putusan Mahkamah
Konstitusi tidak dipatuhi, sebab Mahkamah
Agung melalui Putusan MA Nomor 65
P/HUM/2018 justru membatalkan PKPU
tersebut.

Putusan MK
80/PUU-
XVII1/2019

Putusan MK
bersifat non-
executable sebab
terdapat
ketidakpatuhan

lembaga negara c.q.

kementerian
terhadap putusan

Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi
melarang dengan tegas bagi Wakil Menteri
untuk merangkap jabatan. Akan tetapi pada
faktanya masih terdapat Wakil Menteri pada
beberapa kementerian di Indonesia yang
menjabat baik di perusahaan negara atau
perusahaan swasta. Sebagai contoh Wakil
Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang
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Mahkamah
Konstitusi

merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris
PLN.

Ketidakpatuhan disebabkan karena terdapat
kesalahan pemahaman oleh pemerintah yang
mana jika suatu putusan dinyatakan ‘tidak
diterima’ karena pemohon tidak memiliki /egal
standing, maka pertimbangan hukum dalam
putusan tersebut dianggap tidak mengikat.

9. | Putusan MK
37/PUU-
XVII/2020

Putusan MK
bersifat non-
executable akibat
adanya
ketidakpatuhan
konstitusional
(constitutional
disobedience) dari
Presiden

Perkara dalam putusan ini adalah pengujian
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan  Perekonomian  Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem  Keuangan
(selanjutnya disebut UU Nomor 2 Tahun 2020)
terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dalam putusan
ini, MK memutus inkonstitusional dan tidak
memiliki kekuatan h terhadap frasa “bukan
merupakan kerugian negara” dalam Pasal 27
ayat (1) Lampiran UU Nomor 2 Tahun 2020
sepanjang tidak dimaknai “bukan merupakan
kerugian negara sepanjang dilakukan dengan
iktikad baik dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.” Dalam perkara ini MK
juga memutus inkonstitusional dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap
frasa “bukan merupakan objek gugatan yang
dapat diajukan kepada peradilan tata usaha
negara” sepanjang tidak dimaknai ““bukan
merupakan objek gugatan yang dapat diajukan
kepada peradilan tata usaha negara sepanjang
dilakukan terkait dengan penanganan pandemi
Covid-19 serta dilakukan dengan iktikad baik
dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.” Putusan MK ini juga menetapkan
bahwa jangka waktu keberlakuan Perpu sejak
tanggal diundangkan, harus dinyatakan tidak
berlaku lagi sejak Presiden mengumumkan




Hubungan Antar Lembaga Negara| 29

secara resmi bahwa status pandemi Covid-19
telah berakhir di Indonesia dan status tersebut
harus dinyatakan paling lambat akhir tahun ke-
2.

UU tersebut diundangkan sejak tanggal 31 Maret
2020, sehingga apabila mengikuti mandat
konstitusional dari MK, maka telah melewati
akhir tahun ke-2 dan tidak ada pernyataan resmi
mengenai status pandemi Covid-19 telah
berakhir dan UU Nomor 2 Tahun 2020 harus
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kembali.

10.

Putusan MK
91/PUU-
XVII1/2020

Putusan MK
bersifat non-
executable sebab
terdapat
ketidakpatuhan
pembentuk undang-
undang yang tidak
melaksanakan
putusan Mahkamah
Konstitusi

Dalam amar putusan, Mahkamah Konstitusi
menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional
bersyarat. Kepatuhan lembaga pembentuk
undang-undang hanya ditujukan terhadap amar
putusan keempat, sedangkan terhadap amar
putusan ketujuh diabaikan oleh pemerintah.
Amar putusan ketujuh sendiri mengatakan
bahwa UU Cipta Kerja ditangguhkan dulu
sampai  dua  tahun, sehingga  tidak
memperkenankan untuk menerbitkan peraturan
pelaksana baru sebagai turunan UU Cipta Kerja.

Akan tetapi, pembentuk undang-undang justru
menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 113 dan
Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022.
Pengabaian terhadap putusan a quo juga dapat
dilihat dengan dibentuknya Instruksi Mendagri
Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut
Putusan MK No.91/PUU-XVIII/ 2020 atas
Pengujian Formil UU No. 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, yang berisi memerintahkan
kepala daerah untuk menjalankan UU Cipta
Kerja sebagai tindak lanjut dari arahan presiden.
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Putusan Mahkamah Konstitusi di atas
merupakan beberapa bukti konkret bahwa
kekuatan final dan mengikatnya Putusan
Mahkamah Konstitusi tidak selalu berjalan
linier dengan kepatuhan konstitusional dan
efektivitas pelaksanaanya dalam tataran
praktik. Beberapa alternatif solusi yang
perlu dipertimbangkan untuk
mengantisipasi problematika final dan
mengikat putusan Mahkamah Konstitusi
diantaranya adalah memberikan bentuk
mandat  konstitusional ~ yang  dapat
digunakan sebagai perwujudan doktrin the
unity of constitution oleh Mahkamah
Konstitusi. Adanya doktrin the unity of
constitution  sebagai  pijakan  dalam
memberikan mandat konstitusional oleh
Mahkamah Konstitusi sejatinya ditujukan
untuk membatasi tindakan Mahkamah
Konstitusi yang mengarah kepada judicial
activism. Mandat konstitusional dapat
dikemukakan baik dalam pertimbangan
hukum ataupun amar putusan sepanjang
masih berada dalam konteks penafsiran
konstitusional. Tujuan adanya mandat
konstitusional sendiri adalah agar dapat
menciptakan  pola  kooperatif —antara
Mahkamah Konstitusi dengan lembaga-
lembaga negara (termasuk pembentuk

undang-undang), sehingga pelaksanaan

3" Walter F. Murphy, “Who Shall Interpret? The
Quest for The  Ultimate  Constitutional

putusan Mahkamah Konstitusi dapat

berjalan dengan efektif.

Tidak ada lembaga negara lain dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia yang

memiliki  kewenangan  konstitusional
mengubah dan menetapkan UUD 1945
selain MPR sebagaimana tertuang secara
expressis verbis dalam nomenklatur Pasal 3
ayat (1) UUD NRI 1945. Setiap lembaga
negara yang mengambil sumpah untuk
menjaga, memegang teguh, melaksanakan,
dan menegakkan Undang-Undang Dasar>
pada dasarnya dapat melakukan penafsiran
konstitusi. In casu MPR sebagai institusi
pengubah dan perumus norma-norma dasar
konstitusional dalam konstitusi tentu dapat
melakukan penafsiran konstitusi terhadap
undang-undang dasar yang diubah dan
dirumuskannya. Kewenangan melakukan
penafsiran konstitusi, baik oleh MPR
dan/atau DPR, melekat secara institusional
tanpa perlu dirumuskan secara eksplisit. Ide
constitutional dialogue dapat diterapkan
dengan merujuk pada Pasal 54 Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah  Konstitusi ~ sebagaimana
terakhir diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

(selanjutnya disebut UU MK). Pasal 54 UU

Interpretation,” The Review of Politics 48, no. 3
(1986), him. 401.



MK menegaskan bahwa lembaga negara
yang dapat menjadi pemberi keterangan
dan/atau  diminta oleh = Mahkamah
Konstitusi untuk menyerahkan risalah rapat
yang berkenaan dengan permohonan yang
sedang diperiksa adalah MPR, DPR, DPD,
dan/atau Presiden, maka kedudukan MPR
secara expressis verbis merupakan pemberi
keterangan. Dalam konteks pengujian
undang-undang di Mahkamah Konstitusi,
MPR sebagai the framers of the constitution
dapat dilibatkan oleh Mahkamah Konstitusi
guna memberikan interpretasi konstitusinya
secara originalism. Interpretasi secara
originalism akan membantu Mahkamah
dalam merumuskan pertimbangan
hukumnya mengenai pasal-pasal dalam
UUD NRI 1945 yang menjadi batu uji
dalam permohonan sekaligus sebagai upaya
untuk memahami bagaimana konstitusi
dengan prinsip-prinsip yang terkandung di
dalamnya  dipahami secara  orisinal
berdasarkan atas intensi yang dicita-citakan
dan/atau makna yang dipahami oleh para
perumus perubahan konstitusi. Ruang
substantif MPR dalam menelaah dan
menelusuri  original  intent,  original
meaning, dan historisitas pasal-pasal dalam

UUD NRI 1945 yang dijadikan batu uji

Sl Lihat dalam Pasal 27 Peraturan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Nomor 1 Tahun 2019
tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia, mengenai tugas
pimpinan MPR RI guna memberikan penjelasan atas
tafsir kaidah konstitusional dalam perkara pengujian
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dalam permohonan akan memperkaya
dialektika interpretasi konstitusi dalam

putusan hakim konstitusi.’’

Apabila ide tersebut tidak dapat
dilaksanakan, maka alternatif selanjutnya
adalah  kekuasaan  kehakiman dapat
mengadakan judicial dialogue. Judicial
dialogue dapat dilakukan oleh para hakim
(baik di MK maupun MA) dengan
melibatkan akademisi dan para pakar
hukum (legal scholars) untuk membahas
problematika konseptual-teoretikal-
praktikal mengenai kekuasaan kehakiman.
Melalui skema judicial dialogue, para
hakim di tataran praktik akan dapat
memperoleh ~ wawasan dan ilmu
pengetahuan untuk menambah reliabilitas,
objektivitas, dan ketepatan dalam memutus

perkara-perkara konstitusional yang “sulit”

(hard cases).

Selain itu, perlu dipertimbangkan
prosedur yang memungkinkan cabang
kekuasaan  kehakiman  yang  lain
(Mahkamah Agung dan badan peradilan
dibawahnya) untuk melakukan prosedural
specific (specific procedural rules) yang
memungkinkan bagi adanya preliminary

requests untuk pengajuan permohonan

konstitusionalitas.>? Lebih lanjut,

Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar di
Mahkamah Konstitusi.

52 Aalt Willem Heringa, In Courts We Trust: Courts
as Defenders of The Rule of Law and Parliamentary
Democracy (The Hague: Eleven, 2022), him. 47.
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alternative yang mungkin dapat dilakukan

pada sisi legislatif, dibentuk sebuah
komite/sub komite yang khusus pada area
menjaga Konstitusionalitas dari produk
legislatif yang bekerja mulai dari awal

proses pembentukan Undang-Undang.*®
Kesimpulan

Berdasarkan hasil elaborasi yang
telah dipaparkan dalam penelitian ini, telah
dapat  disimpulkan bahwa  putusan
Mahkamah Konstitusi yang bersifat final
dan berkonsekuensi mengikat memiliki
tendency ke arah yang membahayakan yang
umumnya disebut sebagai juristocracy oleh
beberapa scholar. Dalam konteks tersebut,
putusan Mahkamah Konstitusi memiliki
resiko-resiko yang justru sebagai ancaman
bagi demokrasi yang dikarenakan oleh
overstepping  dan  intervensi  yang
berlebihan dari Mahkamah Konstitusi
terhadap sebuah bangunan sistem yang
telah ada dalam kerangka konstitusi.
Problematika yang muncul dalam praktek
pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi
yang saat ini paling krusial adalah tidak
terlaksananya dan tidak dipatuhinya (non-
compliance, negligible, ignorance) putusan
Mahkamah Konstitusi.

Di sisi lain berkaitan dengan

pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi

yang memiliki sifat final dan mengikat,

53 Heringa, hlm. 49.

sebagaimana yang kita ketahui Mahkamah
Konstitusi tidak didukung dengan suatu
instrumen yang dapat memaksakan bahwa
dilaksanakan.

putusan tersebut harus

Artinya Mahkamah Konstitusi  tidak
memiliki unit eksekutor yang bertugas
menjamin aplikasi putusan. Hal ini
menunjukan bahwa pelaksanaan putusan
Mahkamah Konstitusi bergantung pada
kesadaran organ negara. Dalam hal ini
pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi
dapat berjalan dengan efektif bilamana pola
hubungan antara Mahkamah Konstitusi
dengan pembentuk undang-undang
terwujud dalam relasi yang kooperatif.
Relasi tersebut dapat terwujud jika
Mahkamah Konstitusi merumuskan mandat
konstitusional (baik dalam amar putusan
ataupun pertimbangan hukumnya) dengan
disertai pesan, petunjuk, atau perintah serta
batasan waktu perbaikan berkaitan dengan

undang-undang yang diuji.
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Abstract

Development of state organ or institutions are in line with the dynamics of society and global
influence in various aspects. The development of state institutions in Indonesia basically stands
on the principle of realizing the goals of the state set out in the Constitution. State institutions
after the amendment of the 1945 Constitution are the answer to changes in society, politics and
also global influences, such as aspects of human rights and democracy. The development of
state institutions in the 1945 Constitution and laws and regulations show that the Presidential
Institution is an institution that is not regulated in detail compared to other state institutions.
Furthermore, state institutions that were born from various laws that are not imposed by the
1945 Constitution of the Republic of Indonesia do not have a basis or indicators that are
comprehensively measurable, and consequently rise to problems of relations between state
institutions, their effectiveness, supervision and accountability. Whatever the development of
state institutions, in principle, they must stand on the principles of constitutionalism, namely
avoiding the concentration of power and the principle of accountability of state institutions,
which should also be regulated in the constitution.

Abstrak

Lembaga negara berkembang sejalan dengan dinamika masyarakat dan pengaruh global dalam
berbagai aspek. Perkembangan Lembaga negara di Indonesia pada dasarnya berdiri pada
prinsip untuk mewujudkan tujuan negara yang ditetapkan dalam Konsitusi. Lembaga Negara
pasca amanademen UUD 1945 merupakan Jawaban atas perubahan masyarakat, politik dan
juga pengaruh global, seperti aspek hak asasi manusia dan demokrasi. Perkembangan lembaga
negara dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa Lembaga
Kepresidenan merupakan kelembaagaan yang tidak diatur secara detil dibandingkan dengan
Lembaga negara lainnya. Selanjutnya Lembaga negara yang lahir dari berbagai undang-undang
yang tidak merupakan perintah UUD NRI 1945 tidak mempunyai basis atau indikator yang
terukur komprehensif sehingga memunculkan permasalahan hubungan antar Lembaga negara,
efektivitas, pengawasan dan akuntabilitasnya. Apapun perkembangan kelembagaan negara,
pada prinsipnya harus bediri pada prinsip konstitusionalisme, yakni menghindari konsentrasi
kekuasaan dan prinsip akuntabilitas lembaga negara, yang seharusnya juga diatur dalam
konstitusi.
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Pendahuluan

Kelembaagaan negara, atau disebut
organ negara merupakan hal pokok yang
diatur dalam Kkonstitusi, sehingga isi
konstitusi adalah peta kekuasaan (power
map). Peta kekuasaan ini berisi pemegang
kekuasaan, fungsi, tugas dan wewenang
serta bagaimana pengisian kekuasaan
dilakukan dan hubungan antar pemegang
kekuasaan. Oleh karena itu perubahan
konstitusi dalam konteks kelembagaan
negara, akan berpengaruh besar terhadap
tatanan kelembagaan negara. Desain
lembaga atau organ negara merupakan
desain yang digagas untuk mewujudkan
cita-cita atau tujuan negara. UUD 1945
memuat baik cita-cita, dasar-dasar, serta
prinsip-prinsip penyelenggaraan negara.
Cita-cita pembentukan negara kita kenal
dengan istilah tujuan nasional yang tertuang
dalam alenia keempat Pembukaan UUD
1945, yaitu (a) melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia; (b) memajukan kesejahteraan
umum;

(¢) mencerdaskan
dan (d) ikut

kehidupan
bangsa; melaksanakan
berdasarkan

abadi, dan

ketertiban  dunia  yang

kemerdekaan, perdamaian

keadilan sosial. Selain untuk mewujudkan

3 Jimly Asshiddigie, Perkembangan dan
Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
(Jakarta: Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia, 2006), him.57-58.

tujuan negara, desain kelembagaan negara
merupakan respon terhadap masalah dan
tantangan sebuah negara, pengaruh dari
nilai-nilai global, seperti hak asasi manusia
serta secara kontekstual meninggalkan dan
mengubah masa lalu sejalan dengan nilai-
nilai baru yang dianggap relevan dengan
perkembangan

kehidupan  kenegaraan.

Sebagai  contoh  dalam  kehidupan
ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu
tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa
struktur dan bentuk organisasi negara
sesungguhnya  mencerminkan  respon
negara dalam mengorganisasikan berbagai
kepentingan yang timbul dalam masyarakat
negara yang bersangkutan.®* Revolusi di
berbagai negara di Eropa pada abad ke-19
yang menuntut kebebasan dari
cengkeraman kekuasaan para raja di Eropa
menghasilkan satu doktrin negara penjaga
malam (nachwachterssstaat) yang berarti
seminal

tugas negara harus dibatasi

mungkin. Karenanya dapat dikatakan
bahwa “the least government is the best
government”.3 Setelah itu pergeseran ke
arah negara kesejahteraan (welfare state)
yang menuntut negara untuk berperan aktif
dan mengurus hal-hal yang sebelumnya

tidak  ditangani. Di sini  dimensi

35 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu
Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996),
him.89.



tanggungjawab negara meluas pada
berbagai aspek yang memberikan
pembenaran intervensi negara terhadap
kehidupan masyarakat. Sampai akhirmya
kemudian disadari bahwa bentuk-bentuk
organisasi negara  yang  bersifat
intervensionis tidak dapat lagi

dipertahankan dan harus mengadakan

reformasi kelembagaan secara
menyeluruh.3
Dalam konteks Indonesia,

perubahan Perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD
NRI Tahun 1945 yang semula berbunyi
“Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan
dilakukan  sepenuhnya oleh  Majelis
Permusyawaratan Rakyat” diubah menjadi
“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan

dilaksanakan menurut Undang-Undang

Dasar”,  telah  mengubah  secara
fundamental  sistem  ketatanegaaraan
Indonesia, yang semula menganut
supremasi ~ Majelis  Permusyawaratan

Rakyat menjadi supremasi konstitusi.
Dengan perubahan ini tidak dikenal lagi
istilah lembaga tertinggi negara maupun
lembaga tinggi negara, melainkan masing-
masing lembaga negara melaksanakan
bagian-bagian dari kedaulatan menurut
wewenang, tugas, dan fungsi yang
diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.
Perubahan ini berdampak penting dan
kompleks

tethadap  penyelenggaraan

3 Asshiddigie, loc.cit.
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negara, yang semula superior menjadi
heterarkhis dengan lembaga negara lainnya.
Pasca amandemen UUD 1945 pada 1999-
2002, tampak dinamika dan kompleksitas
permasalahan yang ditangani oleh
negara tidak lagi dapat mengandalkan
ketiga cabang kekuasaan tersebut,
terlebih pada urusan-urusan yang
menuntut posisi yang netral dari Negara
dan keahlian yang spesifik. Bahkan
cabang kekuasaan eksekutif dengan
kekuatan administrative apparatus-nya
tidak pula dianggap satu-satunya lembaga
yang dapat mengelola dan mengorganisir
urusan negara dan warganya secara
keseluruhan. Maka muncul kelembagaan
negara yang disebut dengan lembaga negara
penunjang/ sampiran (auxiliary organ),
seperti Ombudsman, KPK, Komnas HAM,
Komisi Penyiaran, Komisi Informasi dan
sebagainya.

Setelah 20 tahun sejak amandemen
pertama kali pada 1999, kebutuhan untuk
melakukan evaluasi terhadap lembaga
negara merupakan hal yang perlu dilakukan
terus menerus. Oleh karena itu tulisan ini
akan membahas dua aspek : yakni konsepsi
kelembagaan negara dan hubungan antar
lembaga negara dan bagaimana dinamika
perkembangan lembaga negara dari aspek
pengaturan dan prinsip dasar mengenai

kelembagaan negara. Oleh karena
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penekanan pada aspek kelembagaan, maka
konstitusionalisme menjadi prinsip dasar
atau pijakan dalam menganalisa dinamika
kelembagaan negara.

Pembahasan

Konsepsi Kelembagaan Negara dan

Dinamikanya

Konstitusi merupakan salah satu
objek kajian utama dalam [lmu Hukum Tata
dikarenakan

Negara, hal tersebut

kedudukan konstitusi sebagai sumber
norma tertinggi dalam penyelenggaraan
kekuasaan negara, selain itu konstitusi juga
merupakan norma kesepakatan bersama
yang dirumuskan oleh masyarakat. Karena
kedudukannya tersebut, maka konstitusi
menjadi sumber hukum utama bagi norma
hukum (legal norms) yang berlaku di suatu

7 konstitusi

negara.’’ Secara konseptual
merupakan suatu kumpulan prinsip-prinsip
serta norma dasar yang mengatur mengenai
pelembagaan serta pelaksanaan kekuasaan
di suatu negara dalam rangka mencapai
tujuan bersama dalam suatu wadah
Erwin

“The

organisasi.> Chemerinsky

berpendapat bahwa Constitution

37 Jimly Assihiddiqie, Perkembangan

Konstitusi dan Konstitusionalisme dalam Teori dan
Praktik, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), hlm.
7.

38 Ibid., him. 1-2.

3% Erwin Chemerinsky, Constitutional Law:
Principle and Policies Fifth Edition, (New York:
Wolters Kluwer, 2015), hlm. 26.

6 Pendapat tersebut harus dipahami dalam
konteks sistem ketatanegaraan Amerika Serikat,

creates a national government and divides

2 59

power among the three branches”.

Berdasarkan pendapat tersebut maka
konstitusi memiliki fungsi untuk mengatur
suatu sistem pemerintahan serta membagi
kekuasaan pemerintahan tersebut menjadi
tiga cabang kekuasaan yaitu kekuasaan

eksekutif, 1.6

legislatif, serta  yudisia
Kemudian Alex Carrol berpendapat bahwa
pada umumnya konstitusi merupakan suatu

kumpulan norma hukum yang mengatur

mengenai “...The institution of
Government;, The nature, extent and
distribution of powers within those

institutions, The forms and procedures
through which such powers should be
exercised; The relationship between the

institutions  of government and the

individual citizen, often expressed in terms
of a ‘Bill of Rights’...”.%" Berdasarkan hal
tersebut, maka pada dasarnya konstitusi

memiliki  fungsi  untuk  mengatur

penyelenggaraan kekuasaan oleh lembaga
negara serta mengatur hubungan antara
lembaga negara tersebut dengan warga

negara atau hal demikian dapat disebut

selengkapnya “Article I create the legislative power
and vest it in Congress. Article II places the
executive power in the President of the United
States. Article Il provides that the judicial power of
the Unites States shall be in the Supreme Court and
Such inferior courts as Congress Creates”, lihat
Ibid.

61 Alex Carroll, Constitutional and
Administrative Law, (Harlow: Pearson Education
Limited, 2017), hlm. 3.



konstitusi berisi peta kekuasaan (power

map).

Selain  daripada itu, terdapat
beberapa ahli yang telah mengemukakan
pendapatnya mengenai materi muatan serta
fungsi dari konstitusi tersebut. K.C. Wheare
berpendapat bahwa dalam negara kesatuan,
konstitusi memiliki 3 materi muatan pokok
yaitu struktur umum negara atau kekuasaan
lembaga-lembaga negara, hubungan antara
kekuasaan lembaga negara tersebut, serta
hubungan antara kekuasaan tersebut dengan
warga negara.®? Selain itu Sri Soemantri
berpendapat bahwa pada umumnya terdapat
3 hal pokok yang diatur dalam konstitusi
atau Undang-Undang Dasar, yaitu jaminan
terhadap hak asasi manusia dan warga
negara, susunan Kketatanegaraan yang
bersifat fundamental, serta pembagian serta
pembatasan tugas ketatanegaraan yang

1.9 Berdasarkan uraian

bersifat fundamenta
beberapa pendapat ahli mengenai materi
muatan serta fungsi konstitusi tersebut,
maka dapat disimpulkan bahwa materi
muatan mengenai pengaturan kekuasaan
lembaga negara merupakan salah satu

materi fundamental dalam konstitusi. Hal

%2 Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem
Perubahan Konstitusi, (Bandung: Alumni, 1986),
hlm. 49-50

%3 Ibid., him. 51

¢ Janedjri M. Gaffar, “Konsolidasi
Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 19457,
Makalah disampaikan pada Diklat Kepemimpinan
Tk. I Angkatan XXII Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia, Jakarta, 22 April 2018, hlm. 3
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ini dikarenakan penyelenggaraan
kekuasaan negara dilembagakan melalui
tugas dan kewenangan lembaga-lembaga
negara tersebut.** Akan tetapi, walaupun
terminologi lembaga negara telah umum
digunakan dalam konsep mengenai materi
muatan dan fungsi konstitusi tersebut
diatas, namun berdasarkan penelusuran
bahan bacaan terdapat berbagai terminologi
yang berkaitan dengan lembaga negara.
Dalam literatur ~ berbahasa  inggris
digunakan terminologi seperti political
institution, state institution, dan state
organ, sedangkan dalam literatur berbahasa
Belanda menggunakan terminologi
staatsorganen.®® Dalam literatur Indonesia
terminologi yang digunakan adalah
lembaga negara, organ negara, serta badan
negara, selain itu terminologi lainnya yang
pernah digunakan adalah alat perlengkapan
negara, terminologi tersebut digunakan
dalam Konstitusi Republik Indonesia (RIS)
1949.% Berdasarkan Kamus Besar Bahasa
Indonesia, istilah lembaga, badan, organ,
serta alat perlengkapan pada intinya
memiliki kesamaan definisi yaitu suatu

organ yang memiliki fungsi tertentu.®’

Sehingga apabila keempat isitilah tersebut

65 Zainal Airifin Mochtar, Lembaga Negara
Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi
Penataannya  Kembali ~ Pasca ~ Amandemen
Konstitusi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 28.

6 Saldi Isra, Lembaga Negara: Konsep,
Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional,
(Depok: Rajawali Pers, 2020), him. 3-4.

%7 Ibid., him. 4.
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digabungkan dengan kata negara sebagai
suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat,
maka lembaga negara,organ negara, badan
negara, serta alat kelengkapan negara
tersebut dapat dimaknai sebagai suatu organ
yang memiliki fungsi untuk melaksanakan
kekuasaan  negara.®®  Hal tersebut
sebagaimana dikemukakan oleh Roger F.
Soltau yang menyatakan bahwa lembaga
negara adalah organ yang melaksanakan

tujuan tujuan negara.®

Selain itu, Bagir Manan juga

menyatakan pendapatnya mengenai
konsep lembaga negara, namun dalam

pendapatnya tersebut Bagir Manan

menggunakan istilah  kelembagaan
ketatanegaraan. Dalam pendapatnya
tersebut Bagir Manan menyatakan
bahwa:
Kelembagaan ketatanegaraan
adalah alat-alat perlengakapan
negara sebagai unsur

penyelenggara organisasi negara
vang bertindak untuk dan atas
nama negara, karena itu disebut
sebagai  penyelenggara negara
yang dibedakan, misalnya, dengan
penyelenggara pemerintahan,
atau tugas-tugas lain yang pada
pokoknya tidak bertindak untuk
dan atas nama negara. Di dalam
teori  bernegara, maka alat
perlengkapan  yang  bersumber
langsung dari hukum dasar itulah

%8 Ibid.

% Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu
Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008),
hlm. 17.

7 Ichsan Anwary, Lembaga Negara dan
Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional

yang berkenaan dengan lembaga

negara”
Berdasarkan pendapat Bagir Manan
tersebut maka setidaknya terdapat dua
point penting mengenai konsep lembaga
negara, pertama lembaga negara adalah
alat perlengkapan negara yang bertindak
untuk dan atas nama negara, kedua
lembaga negara adalah alat
perlengkapan negara yang bersumber
langsung dari hukum dasar atau
konstitusi dari suatu negara, sehingga
berdasarkan hal tersebut maka lembaga
negara

merupakan  organ  yang

pembentukannya diatur atau

diperintahkan oleh konstitusi.

Pandangan mengenai lembaga
negara oleh Bagir Manan tersebut pada
dasarnya juga berkesesuaian dengan
pandangan Hans Kelsen mengenai
lembaga negara, dalam pandangannya
tersebut Hans Kelsen menyatakan bahwa
state organ adalah “whoever fulfils a
function determined by the legal order is
an organ. These functions, be they of a
norm-creating or of a norm-applying
character, are all ultimately aimed at the
of a

sehingga organ merupakan siapapun

» 71

execution legal  sanction”,

Lembaga Negara, (Yogyakarta: Genta Publishing,
2018), hlm. 21.

71 Hans Kelsen, General Theory of Law and
State,  (Cambridge,  Masschusetts: ~ Harvard
University Press, 1949), him. 192.



yang menjalankan fungsi yang telah
ditentukan oleh suatu norma hukum,’
fungsi tersebut dapat berupa norm-
creating ataupun norm-applying. Akan
tetapi pandangan tersebut merupakan
konsep lembaga negara dalam arti yang
lebih luas, kemudian Hans Kelsen juga
memberikan ~ pandangan  mengenai
konsep lembaga negara dalam arti
sempit atau lembaga negara dalam arti
material, yaitu “an organ of the State
only if he personally has a specific legal
position”.”® Karakteristik penting dalam
konsep lembaga negara dalam arti
material tersebut adalah pertama organ
negara tersebut dipilih atau diangkat
untuk menduduki fungsi atau jabatan
tertentu, kedua  fungsi  tersebut
dijalankan sebagai profesi utama dan
bersifat eksklusif, ketiga orang yang
memiliki specific legal position tersebut
berhak untuk menerima gaji dari negara
karena  menjalankan  fungsinya.”
Berdasarkan pandangan tersebut maka
state organ atau lembaga negara
menurut Hans Kelsen adalah orang atau

individual yang memiliki kedudukan

hukum atau jabatan tertentu untuk

72 Organ dalam pandangan Hans Kelsen
tersebut merupakan Individual yang melaksanakan
suatu fungsi, selengkapnya dinyatakan “an organ, in
this sense, is an Individual fulfilling a specific
function”, lihat Ibid.

3 Ibid., h. 193.

7 Anna Triningsih dan Nuzul Qur’aini
Mardiya, “Interpretasi Lembaga Negara dan
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melaksanakan fungsi negara yang telah
ditentukan oleh suatu norma hukum.
Sehingga dalam pandangan Hans Kelsen
tersebut yang menjadi penekanan dalam
konsep lembaga negara adalah adanya
kedudukan hukum atau jabatan tertentu

untuk melaksanakan fungsi negara.

Kemudian = Logeman  juga
mengemukakan  pendapatnya  yang
berkaitan dengan lembaga negara,
Logeman menyatakan bahwa kekuasaan
negara dinyatakan dalam masyarakat
sebagai sebuah organisasi yang terdiri
dari sekumpulan orang yang saling
bekerjasama  dengan  mengadakan
pembagian kerja untuk mencapai tujuan
bersama. Kemudian karena adanya
pembagian kerja tersebut terbentuk
berbagai macam fungsi dalam rangka
pelaksanaan suatu organisasi yang
disebut negara.” Apabila merujuk
pendapat tersebut maka konsep lembaga
negara menurut Logemen adalah
sekumpulan orang yang saling bekerja
tertentu

berdasarkan  fungsi-fungsi

dalam rangka mencapai tujuan negara.

Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian
Senngketa Kewenangan Lembaga Negara”, Jurnal
Konstitusi, No. 4 (2017):778-798, hlm. 786.

5 Harun Alrasid, Pengisian Jabatan
Presiden, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999),
hlm. 5-6.
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Berdasarkan uraian mengenai yang hanya disebutkan fungsinya secara
konsep lembaga negara menurut eksplisit.”®

hli k
beberapa ahli tersebut, maka menurut Untuk mempermudah

Jimly Asshiddiqie terdapat d .
iy Asshicdiqie: terdapat cua unsur memahami kedudukan, hubungan, serta

kok ling berkait 1
pokok yang saling berkaitan dalam jenis dari berbagai macam lembaga

konsep mengenai lembaga negara, unsur .
P g ganeg negara tersebut, maka dapat dilakukan

tersebut yaitu d tie. O .
ersebut yaitu organ dan functie. Organ pengklasifikasian ~ lembaga  negara.

merupakan bentuk atau status atas . .
P Klasifikasi lembaga negara tersebut

bentuk tersebut dangk ti .
entu erscbut - sedangkan - functie ditujukan untuk melakukan penyusunan

merupakan isi organ tersebut atau .
P g bersistem terhadap lembaga negara

ki dah i ksud
gefakan - wada sesuat - maisu kedalam suatu kelompok atau golongan

bentuk dah  tersebut.’
pembenfukan wada ersebu berdasarkan  standar  yang telah

Berdasarkan konsep tersebut - maka ditetapkan. Sehingga dalam klasifikasi

lembaga negara merupakan suatu wadah
ganee P tersebut, lembaga negara  akan

ibent leh
yang  dibentuk olch negara dan dikelompokkan berdasarkan standar-

ilengkapi fungsi atau kek
dilengkapi dengan fungsi atau kekuasaan standar tertentu. Oleh karena itu pada

tertentu untuk memenuhi tujuan negara. . . L.
! & bagian selanjutnya akan diuraikan

Sehi ketik: bah: i
chifgga kelka membahas mengenat klasifikasi lembaga negara menurut para

lembaga negara maka didalamnya juga ahli George Jellineck

terdapat bah i fungsi . .
crdapat. pefiibahasan mengenat tungst mengklasifikasikan lembaga negara

t kek lemb
atau citiasaan - fefibaga  negara berdasarkan kedudukannya dalam suatu

tersebut.”’ Dalam konteks
negara. Berdasarkan hal tersebut George

ketat: di Indonesia, terdapat
clatanicgataan @i hdonesta, ferdapa Jellineck membagi lembaga negara

organ negara yang namanya serta

fungsinya diatur oleh UUD NRI 1945,

menjadi dua kategori yaitu lembaga

negara langsung (mittenbareorgan) yang

kemudian terdapat organ negara yang merupakan lembaga negara  yang

hanya disebutkan namanya secara
menentukan keberadaan negara atau

ksplisit tidak diatur fungsinya, .
CRSPHSIt namun Hdax Qiatur ungsiya lembaga negara yang diatur oleh

selain itu juga terdapat organ negara o
Jug P & & konstitusi secara langsung. Lembaga

tersebut adalah lembaga negara yang

7 Jimly Asshiddigie, Perkembangan dan 77 Saldi Isra, Op.Cit., him. 6.
Konsolidasi Lembaga Pasca Reformasi, (Jakarta: 8 Jimly Asshiddigie, Perkembangan dan
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsolidasi, hlm. 98.

Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm. 98.



melaksanakan  kekuasaan legislatif,
eksekutif serta yudisial. Kategori
berikutnya adalah lembaga negara tidak
langsung (unmitenbarorgan), lembaga
negara dalam kategori ini merupakan
lembaga negara yang bergantung pada
lembaga negara langsung.” Kemudian
Zainal  Arifin  Mochtar ~membagi
lembaga negara menjadi dua yaitu
lembaga negara yang merupakan
mittenbareorgan dan lembaga
pemerintahan yang merupakan
unmitenbarorgan.®® Selain berdasarkan
standar kedudukan lembaga negara
dalam suatu negara tersebut, Saldi Isra
telah merumuskan beberapa standar lain
yang dapat digunakan  untuk
mengklasifikasikan lembaga negara,
standar tersebut adalah klasifikasi
berdasarkan landasan hukum
pembentukan lembaga negara,
klasifikasi berdasarkan fungsi lembaga
negara, serta klasifikasi berdasarkan

kedudukan lembaga negara.®!

Selain pandangan beberapa ahli
mengenai klasifikasi lembaga negara
tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam
Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 juga

telah membagi lembaga negara kedalam

7% Firmansyah Arifik dkk, Lembaga Negara

dan Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara,
(Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional
dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
2005), hlm. 14.

80 Zainal Arifin Mochtar, Op.Cit., him. 31.
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kedalam dua kategori berdasarkan fungsi
kekuasaan lembaga negara tersebut.
Kategori pertama adalah lembaga negara
utama (main state organs, principle state
organs) yaitu lembaga negara yang
mencerminkan fungsi kekuasaan negara
yang utama.®? Sedangkan kategori kedua
adalah lembaga negara penunjang
(auxiliary state organs) yaitu lembaga
negara yang memiliki fungsi untuk
menunjang kekuasaan negara yang

utama.

Lembaga Negara setelah Amandemen
Undang-Undang Dasar

Rangkaian  proses amandemen
Undang-Undang Dasar yang terjadi pada
tahun 1999-2002 telah menimbulkan
banyak perubahan signifikan terhadap
penyelenggaraan sistem ketatanegaraan
di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan
sebelum Undang-Undang Dasar di
amandemen, penyelenggaraan
kekuasaan di Indonesia dilaksanakan
berdasarkan prinsip supremasi parlemen,
pandangan tersebut  berdasarkan
ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD
1945 yang mengatur bahwa kedaulatan

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan

81 Saldi Isra, Op.Cit., hlm. 10-11.
82 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

005/PUU-IV/2006  dalam  perkara Pengujian
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
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oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat,
ketentuan tersebut meletakkan Majelis
Rakyat

Permusyawaratan sebagai

lembaga negara tertinggi di Indonesia

pada saat itu®

Sedangkan setelah
Undang-Undang Dasar di amandemen,
prinsip yang berlaku bagi
penyelenggeraan kekuasaan di Indonesia
adalah prinsip supremasi konstitusi. Hal
tersebut ditegaskan dalam ketentuan
Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang
menyatakan bahwa “Kedaulatan berada
di tangan rakyat dan dilaksanakan
Dasar”.

menurut  Undang-Undang

Sehingga ketentuan
tersebut maka UUD NRI 1945 memiliki

kedudukan

merujuk pada
sebagai sumber hukum

utama dalam penyelenggaraan
kekuasaan di Indonesia.®*

Salah satu perubahan signifikan
sebagai akibat dari adanya amandemen
Undang-Undang Dasar tersebut adalah
perubahan dalam pengaturan mengenai
organisasi  kekuasaan

lembaga negara.¥® Dalam UUD NRI

negara atau

1945 disebutkan lebih banyak nama-
nama lembaga negara daripada dalam
UUD 1945, akan

tetapi  dalam

8 Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan

Konstitusionalisme — Indonesia, (Jakarta:  Sinar
Grafika, 2017), him. 141-142.

8 Ibid., him. 50.

85 Perubahan tersebut berupa pemaknaan
baru, perubahan kedudukan, perubahan jumlah
lembaga negara, serta perubahan wewenang dan
tugas, lihat Saldi Isra, Op.Cit., him. 26.

penyebutan tersebut terdapat lembaga
negara yang tidak disertai dengan
nomenklatur yang eksplisit seperti
dewan pertimbangan, bank sentral, serta
komisi pemilihan umum. Sedangkan
lembaga negara yang disertai dengan
adalah
Majelis Rakyat
(MPR), Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR),
(DPD), Rakyat

Daerah (DPRD), Presiden, Menteri Luar

nomenklatur yang eksplisit

Permusyawaratan
Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan

Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pertahanan, Gubernur, Walikota, Bupati,
Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Mahkamah
Agung (MA), Mahkamah Konstitusi,
Komisi Yudisial (KY), serta Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK).* Selain itu
Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa
terdapat 34 lembaga negara yang
disebutkan dalam UUD NRI 1945
apabila lembaga negara yang disebutkan
secara eksplisit nomenklaturnya
digabungkan dengan lembaga negara
yang tidak disebutkan secara eksplisit
Angka

nomenklaturnya.®’ tersebut

menunjukan banyaknya lembaga negara

8 Ernawati Munir dkk, Laporan Akhir
Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Lembaga
Negara Pasca Amandemen UUD 1945, (Jakarta:
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan
Pembinan Hukum Nasional, 2005), hlm. 17.

87 Jimly Asshiddigie, Perkembangan dan
Konsolidasi, Op.Cit., hlm. 98.



yang disebutkan dalam UUD NRI 1945,
namun dari banyaknya lembaga negara
tersebut juga terdapat lembaga negara
yang tidak disebutkan nomenklaturnya
secara eksplisit serta lembaga negara
yang tidak diatur kewenangannya oleh
UUD NRI 1945. Hal tersebut tentunya
menimbulkan suatu pertanyan normatif
berupa apakah seluruh lembaga yang
disebutkan dalam UUD NRI 1945
merupakan lembaga negara.®®

Untuk  menjawab  pertanyaan
normatif tersebut maka perlu dilakukan
suatu analisa mengenai konsepsi
lembaga negara, sehingga berdasarkan
konsep tersebut akan diketahui lembaga
apa saja yang disebutkan dalam UUD
NRI 1945 yang merupakan lembaga
negara. Adapun salah satu cara untuk
menyusun konsepsi mengenai lembaga
negara tersebut dengan
mengklasifikasikan  lembaga-lembaga
tersebut berdasarkan standar tertentu,
oleh karena itu dalam artikel ini akan
disusun klasifikasi lembaga negara
berdasarkan ~ Putusan =~ Mahkamah
Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006,
dan  berdasarkan  dasar  hukum
pembentukan serta kewenangan.

Dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 005/PUU-1V/2006,

Mahkamah  Konstitusi ~ membagi

8 Ibid., him. 18.
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lembaga negara menjadi dua kategori
berdasarkan standar fungsi kekuasaan
lembaga negara. Kategori pertama
adalah lembaga negara utama yang
mencerminkan  pelembagaan  fungsi
kekuasaan negara yang utama (main
state functions, principal state functions)
sedangkan kategori kedua adalah
lembaga negara penunjang yang
mencerminkan  pelembagaan  fungsi
kekuasaan pendukung (auxiliary state
functions). Berdasarkan standar fungsi
kekuasaan tersebut, maka menurut
Mahkamah Konstitusi, lembaga negara
yang mencerminkan kekuasaan utama
negara adalah MPR, DPR, DPD,
Presiden dan  Wakil  Presiden,
Mahkamah Agung, Mahkamah
Konstitusi, serta BPK. Dengan demikian
lembaga-lembaga tersebut merupakan
lembaga negara utama karena lembaga-
lembaga tersebut melaksanakan
kekuasaan utama negara yaitu kekuasaan
legislatif, eksekutif, serta yudisial.
Berdasarkan uraian tersebut, maka
lembaga-lembaga tersebut merupakan
lembaga negara dalam UUD NRI 1945.

Kemudian apabila diklasifikasikan
berdasarkan standar dasar hukum
pembentukan serta kewenangan, maka
akan terdapat dua kategori, yaitu

lembaga negara yang dibentuk oleh
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UUD NRI 1945 dan kewenangannya
diatur oleh UUD NRI 1945 serta
lembaga negara yang dibentuk oleh
UUD NRI 1945 namun kewenangannya
tidak diatur oleh UUD NRI 1945.%
Dengan merujuk pada standar tersebut,
maka lembaga yang pembentukanya
serta kewenangannya diatur oleh UUD
NRI 1945 adalah sebagai berikut
1. Majelis
Rakyat, diatur dalam Bab II
UUD NRI 1945 yang terdiri dari
2 Pasal
2. Presiden dan Wakil Presiden,
diatur dalam Bab III UUD NRI
1945 yang terdiri dari 17 Pasal

Permusyawaratan

3. Pemerintah  Daerah, diatur
dalam Bab VI UUD NRI 1945
yang terdiri dari 13 Pasal

4. Dewan Perwakilan Rakyat,

diatur dalam Bab VII UUD NRI

1945 yang terdiri dari 7 Pasal

Daerah,

diatur dalam Bab VIIA UUD

NRI 1945 yang terdiri dari 2

5. Dewan Perwakilan

Pasal

8 Pada umumnya apabila klasifikasi
lembaga negara didasarkan pada dasar hukum
pembentukan, maka akan dihasilkan 3 kategori,
yaitu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan
UUD NRI 1945, lembaga negara yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang, serta lembaga negara
yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berada dibawah kewenangan
Presiden, lihat Saldi Isra, Op.Cit., hlm 10. Namun

umum,”

diatur dalam Bab VII B UUD
NRI 1945 yang terdiri 1 Pasal

6. komisi  pemilihan

7. Badan Pemeriksa Keuangan,
diatur dalam Bab VIIIA UUD
NRI 1945 yang terdiri dari 3
Pasal

8. Mahkamah Agung, diatur dalam
Bab IX UUD NRI 1945 yang
terdiri dari 2 Pasal

9. Mahkamah Konstitusi,
dalam Bab IX UUD NRI 1945

diatur

yang terdiri dari 2 Pasal

10. Komisi Yudisial, diatur dalam
Bab IX UUD NRI 1945 yang
terdiri dari 1 Pasal

11. Tentara Nasional Indonesia,
diatur dalam Bab XII UUD NRI
1945 yang terdiri dari 1 Pasal

12. Kepolisian Negara Republik
Indonesia, diatur dalam Bab XII
UUD NRI 1945 yang terdiri dari
1 Pasal

Lembaga tersebut merupakan lembaga
negara yang dibentuk oleh UUD NRI
1945 serta kewenangannya diatur secara
langsung oleh UUD NRI 1945, sehingga

karena klasifikasi pada artikel ini hanya
dimaksudkan untuk mengetahui konsepsi lembaga
negara dalam UUD NRI 1945 maka dalam
klasifikasi ini hanya digunakan 2 kategori.

% Berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 frasa “komisi
pemilihan umum” dalam Pasal 22E ayat (5) UUD
1945 harus dimaknai sebagai Komisi Pemilihan
Umum dan Badan Pengawas Pemilu.



12 lembaga negara tersebut merupakan

lembaga negara dalam UUD NRI 1945.

Selain berdasarkan klasifikasi tersebut,
juga terdapat pandangan Saldi Isra yang
telah merumuskan lembaga negara yang
diatur oleh UUD NRI 1945, lembaga
negara tersebut adalah DPR, DPD, MPR,
Presiden, BPK, MA, MK, Kementerian

Negara, Dewan Pertimbangan, Komisi
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Bank  Sentral, Tentara Nasional
Indonesia, Kepolisian Negara Republik

Indonesia, serta Pemerintah Daerah.”!

Dari  sisi bentuk hukum, dapat
didentifikasi pengaturannya ke dalam
bentuk hukum Undang-Undang menurut
perintah UUD NRI 1945 (organiek) dan
dibentuk tidak atas perintah UUD NRI

1945:

Yudisial,

Tabel 1:

Komisi Pemilihan Umum,

Undang-Undang Tentang Lembaga Negara Yang Diperintahkan Undang-Undang

Dasar

No.

LEMBAGA NEGARA

PENGATURAN DALAM UNDANG-UNDANGA

Majelis Permusyawaratan
Rakyat (BAB II UUD NRI
1945)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2. | Presiden
3. | Dewan Pertimbangan Presiden | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
(Pasal 16 UUD NRI 1945) 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden
4. | Kementerian Negara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
K terian N
(Bab V UUD NRI 1945) ermenterian Negara
5. | Dewan Perwakilan Rakyat [ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Daerah

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

91 Saldi Isra, Op.Cit., hlm. 26-31.
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(Pasal 18 ayat (3) UUD NRI
1945)

Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pemerintah Daerah

(Bab VIUUD NRI 1945)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja

Dewan Perwakilan Rakyat

(Bab VII UUD NRI 1945)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dewan Perwakilan Daerah

(Bab VIIA UUD NRI 1945)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Komisi Pemilihan Umum

(Pasal 22E ayat (5) UUD NRI
1945)

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Da n
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2)

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

10.

Badan Pengawas Pemilu
(Pasal 22E ayat (5) UUD NRI
1945)

1)

2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang  Penetapan  Peraturan = Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum .

11.

Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (Pasal
22E ayat (5) UUD NRI 1945)

2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang  Penetapan  Peraturan = Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

12.

Bank Sentral
(Pasal 23D UUD NRI 1945)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020 tentang
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Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
13. | Badan Pemeriksa Keuangan 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15
(Bab VIITA UUD NRI 1945) Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara
14. [ Mahkamah Agung Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah A i telah kali
(Pasal 24 ayat (2) dan Pasal fahkamah Agung sebagalmafla elah beberapa kali
24A UUD NRI 1945 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
) 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
15. [ Komisi Yudisial Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi
Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-
(Pasal 24B UUD NRI 1945) Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi
Yudisial
16. [ Mahkamah Konstitusi (Pasal | Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
24 ayat (2) dan Pasal 24C | Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali
UUD NRI 1945) diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi
17. | Tentara Nasional Indonesia Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesi
(Pasal 30 ayat (2), (3), dan (5) | o Or nCOnesA
UUD NRI 1945)
18. | Kepolisian Negara Republik | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
Indonesia 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
(Pasal 30 ayat (2), (4), dan (5) 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
UUD NRI 1945)
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Tabel 2: Undang-Undang tentang lembaga negara yang tidak diperintahkan Undang-

Undang Dasar

No.

LEMBAGA NEGARA

PENGATURAN DALAM UNDANG-UNDANG*?

Komisi Kepolisian Nasional

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
Kepolisian Negara Republik Indonesia

tentang

2. | Komisi Pengawas Persaingan | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Usaha (KPPU) Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

3. | Ombudsman Republik | Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Indonesia Ombudsman Republik Indonesia

4. | Pusat Pelaporan dan Analisis | Undang-Undang Nomor & Tahun 2010 Tentang
Transaksi Keuangan (PPATK) [ Pencucian Uang

5. | Komisi Perlindungan Anak | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Indonesia Perlindungan Anak

6. | Komisi Banding Merek Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek

7. | Komisi Banding Paten Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

8. | Komisi Informasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik

9. | Komisi Nasional Hak Asasi | Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Manusia (Komnas HAM) Asasi Manusia

10. | Komisi Pemberantasan | Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(KPK)

11. [ Komite Nasional Keselamatan [ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 17 Tahun 2008

Transportasi

tentang Pelayaran

%2 Selengkapnya dapat dilihat pada halaman resmi Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
pada https://www.setneg.go.id/view/index/Ins_yang_dibentuk berdasarkan undang_undang_1. Lihat juga pada

kumpulan buku Profil Lembaga Non Struktural di Indonesia tahun 2010, 2011, 2012, 2013 yang disusun oleh
Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan c.q. Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan
Daerah yang dapat diunduh pada tautan berikut https://www.setneg.go.id/baca/index/profil_Ins.
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12. | Lembaga Perlindungan Saksi [ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang
dan Korban (LPSK) Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban
13. | Dewan Riset Nasional Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan
IPTEK
14. | Dewan Pers Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
15. | Komisi Nasional Disabilitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas
16. | Komisi Penyiaran Indonesia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran
17. | Dewan Pertimbangan Otonomi [ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Daerah Pemerintahan Daerah
18. | Komite Olahraga Nasional [ Undang.Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Indonesia (KONT) Keolahragaan
19. [ Badan Perlindungan Konsumen | Undang.Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Nasional Perlindungan Konsumen
20. | Komite Industri Nasional Undang.Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian
Dari sisi bentuk hukum, dapat dianalisa Presidensiil ~ dalam  skema

sebagai berikut :

1.

Kelembagaan  Kepresidenan
merupakan kelembagaan yang
tidak memperoleh pengaturan
secara lebih detail. Artinya
pembentuk UU memandang
bahwa UUD NRI 1945 telah
cukup mengatur mengenai
kekuasaan Presiden dan hal ini

merupakan sistem Pemerintah

pemisahan kekuasaan. Namun
demikian, kekuasaan Presiden
sistem

yang besar dalam

pemerintahan Preisdensiil
berpotensi lemahnya kontrol
Lembaga negara lain dalam
konteks  hubungan  antar
Lembaga negara.

Lembaga negara yang lahir dari

berbagai undang-undang yang



tidak merupakan perintah UUD
NRI 1945 tidak mempunyai
basis atau indikator yang
terukur komprehensif,
sehingga kecenderungan
pengaturan sesuatu hal (seperti
pemberantasan korupsi,
keterbukaan informasi,
penyiaran, pelayanan publik)
yang diikuti lahirnya
kelembagaan negara berakibat
menjamurnya berbagai
Lembaga negara. Problem lain
muncul dalam soal hubungan
antar Lembaga pada model
kelembagaan semacam ini.
Atas kecenderungan ini ada
dua isu penting atas keberadaan
lembaga-lembaga ini, yaitu
tentang  pengawasan  atau
pertanggungjawaban dan
urgensi  penataan  kembali
lembaga-lembaga tersebut.

Bahwa pada aspek bentuk
hukum  dikaitkan  dengan
ketersebaran berbagai

pengaturan lembaga negara

dalam  berbagai  undang-
undang, diperlukan
penyederhanaan atau

konsolidasi. Contoh model
konsolidasi dalam
kelembagaan negara adalah

UU MD3 yang  berisi
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pengaturan mengenai MPR,
DPR, DPD dan DPRD. Pola ini
dapat diikuti pada
kelembagaan yang nyata-nyata
berada pada satu cabang
kekuasaan pemerintahan,
khususnya kelembagaan yang

berada dibawah kekuasaan

eksekutif.

Konstitusionalisme  Sebagai  Dasar
Pengaturan Hubungan Antar Lembaga

Negara

Pada tulisan ini titik anjak untuk
menganalisa lembaga negara dan hubungan
antar lembaga negara adalah prinsip
konstitusionalisme. Pembatasan kekuasaan
sebagai kunci dari konstitusionalisme selalu
berkaitan dengan hakikat negara. Apapun
gagasan tentang negara, baik dari yang
ekstrem seperti pandangan Godwin atau
Hegel dalam kerangka idealistik atau dalam
pandangan utilitarian, isu utama dari
konstitusionalisme ~ adalah  bagaimana
melakukan kontrol terhadap kekuasaan
yang monopolik dan kursif. Macllwain
menyatakan esensi gagasan awal hingga
kontemporer dari konstitusionalisme adalah
tetap, yaitu: pembatasan atas pemerintahan
secara hukum. Ini adalah anti-tesa terhadap
kekuasaan yang sewenang-wenang. Ini

adalah lawan dari pemerintahan despotik;
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pemerintahan  berdasarkan  kehendak
daripada berdasar hukum.” Konsep negara
hukum dianggap identik dengan konsep
konstitusionalisme terutama bila ditinjau
dari aspek fungsi, yaitu untuk mencegah
kekuasaan yang sewenang-wenang. Pada
fungsi ini, ‘negara hukum’ menjadi konsep
payung mengenai hukum dan institusi-
institusi yang bekerja dalam melindungi
hak-hak dasar.”* Atas fungsi ini, konsep
negara hukum dan Kkonstitusionalisme
seringkali dipersamakan. Alder
mengatakan, “the concepts of the rule of law
and the separation of powers are aspects of
the wider notion of ‘constitutionalism’, that
is, the idea that governmental power should

be limited by law™

(konsep-konsep
tentanng negara hukum dan pemisahan
kekuasaan merupakan aspek luas dari
konsep konstitusionalisme, yakni gagasan
bahwa pemerintahan harus dibatasi oleh
hukum)

Namun dengan melacak pada unsur

atau elemen dari kedua konsep tersebut,

konstitusionalisme identik dengan aspek-

93 Charles Howard Mcllwain,
Constitutionalism: Ancient and Modern (Ithaca:
Cornell University Press, 1940), him.19-20.

%  Adrian Bedner, “An Elementary
Approach to the Rule of Law,” Hague Journal on the
Rule of Law 2, no. 1 (2010): hlm. 47-74,
https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/ha
ndle/1887/18070.

% John Alder, Constitutional and Administrative
Law (London: Macmillan Education LTD, 1989),
39.

% C.L. Ten, Constitutionalism and

Democracy dalam Robert E Goodin dan Phillipp

aspek konstitusional yang menyangkut
institusi dan prosedur untuk mengatur
organisasi kekuasaan dan hubungan warga
negara dengan institusi-institusi tersebut
dalam kerangka jaminan hak-hak dasar.’
Aspek-aspek ini menyangkut pemisahan/
pembagian kekuasaan, pengaturan fungsi

legislasi dan pemerintahan (eksekutif) dan

7

independensi badan peradilan”’. Adapun

konsep negara hukum adalah berkaitan

dengan standard tertentu yang harus

melekat pada sistem hukum, seperti

keberlakuan hukum harus prospektif,

pembentukan aturan-aturan hukum harus
terbuka dan sesuai dengan ketentuan, sifat

umum (generality) dan kejelasan (clarity)

98

aturan-aturan hukum.” Prinsip negara

hukum tidak merujuk pada gagasan

mengenai jenis atau bentuk hukum,

sedangkan prinsip konstitusionalisme yang

berkaitan dengan konstitusi senantiasa

mengajukan suatu bentuk hukum tertinggi,
yakni konstitusi atau nama lainnya yang

dapat  dipersamakan sebagai  fungsi

pembatasan kekuasaan.

Pettit, A Companion to Contemporary Political
Philosophy, ed. oleh Thomas Pogge (New Jersey:
Blackwell Publishing, 2007), him.493.

7 Hal ini dapat dilihat dari beberapa
pendapat mengenai elemen-elemen dari prinsip
konstitusionalisme yang akan dielaborasi pada
bagian selanjutnya.

%8 Lihat Joseph Raz, “The Rule of Law and
Its Virtue,” Law Quaterly Review 93, no. 2 (1977):
195-211. Lihat juga pada Lon L. Fuller, The
Morality of Law, revised ed. (New Haven and
London: Yale University Press, 1977).



dikatakan

konstitusionalisme

tersebut

dari  keinginan

Dalam  hubungannya  dengan

konstitusi, maka konstitusionalisme adalah
penyelenggaraan negara yang dibatasi oleh

hukum dasar. Artinya, suatu negara dapat

menganut paham

apabila  kekuasaan

negara dan proses politik dalam negara

secara efektif dibatasi oleh

konstitusi. Adapun dalam essensinya yang
luas, konstitusionalisme adalah perangkat
nilai dan manifestasi dari aspirasi politik

warga negara, yang merupakan cerminan

untuk  melindungi

kebebasan, melalui sebuah mekanisme

pengawasan,

eksternal

baik internal maupun

terhadap kekuasaan

pemerintahan. Dalam pandangan Loughlin,

konstitusionalisme merupakan teori tentang

pemerintahan yang dibatasi dan utamanya

berkaitan dengan norma-norma yang harus

ada dalam konstitusi modern.”

Dengan basis teoritik mengenai

konstitusionalisme ini, maka Lembaga

negara dan hubungan antar Lembaga negara

dalam

sistem  ketatanegaraan  dapat

diberikan catatan sebagai berikut:
1.

Pengaturan  Lembaga negara dan
hubungan antar Lembaga negara harus
didasarkan pada prinsip menghindari
konsentrasi kekuasaan, yakni didasarkan

pada prinsip pemisahan atau pembagian

% Martin  Loughlin, ~ What s

Constitutionalisation?, lihat dalam Petra Dobner

dan Martin Loughlin, ed., The Twilight of
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kekuasaan. Hal ini menjadi kunci, karena
resiko konsentrasi kekuasaan berdampak
pada penyalagunaan kekuasaan. Namun
pada sisi lain Pemisahan kekuasaan harus
pula diikuti dengan pengawasan terhadap
Lembaga negara tersebut.  Problem
mengenai pengawasan menjadi masalah
penting atas keberadaan lembaga-
lembaga negara penunjang independen ini
adalah berkaitan dengan pengawasan dan
pertanggungjawaban. Karakteristik
“kemandirian” atau “independensi” dari
lembaga atau komisi ini seolah
mengesankan bahwa lembaga semacam
ini berikut para komisionernya (anggota
lembaga/komisi) imun dari pengawasan
dan pertanggungjawaban. Kesan tentang
hal ini tidaklah salah oleh karena
peraturan  perundang-undangan yang
mengatur tentang lembaga penunjang ini
umumnya menyebut bahwa bentuk
pertanggungjawabannya adalah berupa
Model  ini

laporan. merupakan

akuntabilitas publik yang bersifat soft,

yang berimplikasi pada lemahnya
hubungan  yang  bersifat  saling
mengimbangi. Meskipun  diperlukan

pengawasan, dalam hal-hal tertentu hal
demikian tetap didasarkan pada prinsip
non intervensi yang dapat menggerus sifat

independensi kelembagaan.

Constitutionalism (Oxford: Oxford University Press,
2010), 55.
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2. Bahwa prinsip akuntabilitas lembaga
negara, khususnya yang diatur dalam
konstitusi harus ditegaskan secara layak.
Dalam UUD NRI 1945, kekuasaan
kehakiman memang diatur mengenai sifat
independensi atau kemandiriannya, tetapi
akuntabilitasnya tidak ditegaskan secara
nyata. Pengaturan mengenai Komisi
Yudisial

sebagai  tapisan  bagi

akuntabiliats  kekuasaan  kehakiman
dalam pengaturan lanjutannya pada
undang-undang tidak mencerminkan
pengaturan yang memastikan bahwa
kekuasaan kehakiman, termasuk MK

harus mempunyai akuntabilitas.

Kesimpulan

Salah satu isi pokok yang diatur
dalam konstitusi adalah Lembaga negara,
sehingga isi konstitusi adalah peta kekuasaan
(power map), yang berisi pemegang
kekuasaan, fungsi, tugas dan wewenang
serta bagaimana pengisian kekuasaan
dilakukan dan hubungan antar pemegang
kekuasaan. Desain kelembagaan negara
merupakan desain yang ditujukan untuk
memampukan negara merealsiasi tujuan
negara. Adapun prinsip dasar yang harus
dilekatkan dalam pengaturan kelembagaan
negara adalah konstitusionalisme sebagai
bentuk menghindari konsentrasi kekuasaan.

Konsep kelembagaan negara dalam
sistem ketatanegaraan UUD 1945 telah
mengalami

pergeseran  penting  yang

ditujukan untuk membatasi kekuasaan,
meneguhkan pemisahan kekuasaan dan
saling mengimbangi. Pendirian berbagai
Lembaga negara dalam berbagai undang-
undang baik organiek maupun non-organiek
perlu ditata Kembali dengan meneguhkan
model pengawasan dan mengkonsolidasikan

pengaturannya sehingga lebih sederhana dari

sisi regulasi.
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Abstract

The amendment of the 1945 Constitution had a constitutional impact that seemed to be
more democratic when compared to the pre-reform period, this was at least seen in the
mechanism of presidential elections involving citizens directly and the establishment of the
Constitutional Court as the protector of democracy. Meanwhile, the House of Representatives
as a representative institution translates the election of the President directly in Article 64
paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia by creating a presidential
threshold mechanism which from the beginning has always been judicially reviewed to the
Constitutional Court.

This article discusses the relationship between citizens, the House of Representatives and
the Constitutional Court in judicial review of the presidential threshold using the conceptual
approach, statute approach, and case approach methods. The first question examines the
interpretation of public participation in the context of constitutional democracy, while the
second question justifies the tyranny of the presidential threshold majority and the
Constitutional Court’s decision.

The first analysis states that social participation in the context of substantive democracy
can be interpreted by the submission of judicial review by citizens regarding the presidential
threshold which is considered to obstruct the essence of democracy in presidential elections.
The Constitutional Court should be able to rule out legal institutions that are ultimately only
stuck on procedural democracy. The second review shows that the effort to improve the
electoral disconnect condition is to support the Constitutional Court to be more courageous in
breaking the presidential threshold with a conditionally constitutional nature. This controversy
as a positive legislator is certainly an attempt to protect citizens from the tyranny of the
presidential threshold majority by political parties as the sole 'vehicle' of Presidential
candidates. The last resort, although not easy, is to amend Article 64 paragraph (2) the 1945
Constitution of the Republic of Indonesia with the addition of the phrase "...a political party
that has passed verification as a general election participant”.

Keywords: Judicial review; Constitutional Court; political party; social participation;
election; presidential threshold.



62 | Jurnal Majelis, Edisi 05, Desember 2022

Abstrak

Perubahan UUD 1945 memberikan dampak ketatanegaraan yang nampaknya lebih
demokratis jika dibandingkan dengan masa sebelum reformasi, hal tersebut setidaknya tampak
dalam mekanisme pemilihan Presiden yang melibatkan warga negara secara langsung dan
terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai the protector of democracy. Sementara Dewan
Perwakilan Rakyat sebagai lembaga perwakilan menerjemahkan pemilihan Presiden langsung
dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 dengan membuat mekanisme presidential threshold
yang sejak awal selalu di-judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Artikel ini membahas relasi antara warga negara, Dewan Perwakilan Rakyat dan
Mahkamah Konstitusi dalam judicial review presidential threshold dengan menggunakan
metode conceptual approach, statute approach dan case approach. Rumusan pertama
menelaah interpretasi partisipasi masyarakat dalam konteks demokrasi konstitusional,
sementara rumusan kedua menjustifikasi tirani mayoritas presidential threshold dan putusan
Mahkamah Konstitusi.

Analisis pertama menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam konteks demokrasi
substansial bisa dimaknai dengan pengajuan judicial review oleh warga negara terkait
presidential threshold yang dianggap menghambat esensi demokrasi dalam pemilihan umum
Presiden. Mahkamah Konstitusi seharusnya mampu mengesampingkan pranata hukum yang
pada akhirnya hanya terjebak pada demokrasi prosedural. Tinjauan kedua menunjukkan bahwa
upaya memperbaiki kondisi disconnect electoral ini adalah memberikan dukungan pada
Mahkamah Konstitusi untuk lebih berani memutus presidential threshold dengan sifat
konstitusional bersyarat (conditionally constitutional). Kontroversi sebagai positive legislator
ini tentu saja menjadi upaya perlindungan bagi warga negara atas tirani mayoritas presidential
threshold oleh partai politik sebagai satu-satunya ‘kendaraan’ calon Presiden. Upaya terakhir,
walaupun tidak mudah adalah merubah Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 dengan tambahan
frasa "...partai politik yang telah lolos verifikasi sebagai peserta pemilihan umum".

Kata Kunci: Judicial review; Mahkamah Konstitusi; partai politik; partisipasi masyarakat;
pemilihan umum; presidential threshold.



Pendahuluan

Reformasi tahun 1998 memberikan
harapan perbaikan bagi ketatanegaraan
Indonesia yang telah dikooptasi oleh Orde
Baru dengan model otoritarianismenya.
Pratikno menyatakan sumber untuk
membangun kerajaan otoritarianisme Orde
Baru adalah represi fisik dan hukum,

klientelisme ekonomi, wacana politik

partikularistik yang mendukung
otoritarianisme,  serta  pengembangan
korporatisme  negara.'®  Penguasaan

tersebut oleh Presiden Soeharto dan
kroninya diatur dalam bingkai hukum,
sehingga tampak sesuai dengan hukum dan
negara demokrasi Pancasila.'"!

Gerakan reformasi 1998 menurut
Ariel Heryanto dipengaruhi antara lain oleh
kelas menengah (orang kaya baru) yang
merupakan “mantan” aktivis mahasiswa

1970/1980an untuk menurunkan Suharto

100pratikno, “Keretakan Otoritarianisme Orde Baru
Dan Prospek Demokratisasi”, Jurnal Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik, Vol. 2, No. 2, November 1998,
hlm. 20-25.

10'Demokrasi Pancasila yang dipopulerkan Orde
Baru merupakan protes terhadap Demokrasi
Terpimpin pada masa pemerintahan Presiden
Soekarno. Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965
tentang Prinsip-prinsip Musyawarah untuk Mufakat
dalam Demokrasi Terpimpin sebagai Pedoman Bagi
Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan  diganti
dengan Ketetapan No. XXXVII/MPRS/1968
tentang Pencabutan Ketetapan MPRS No.
VIII/MPRS/1965 dan tentang Pedoman Pelaksanaan
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah
Kebijaksanaan dalam Persyaratan/Perwakilan (atau
lebih dikenal dengan Demokrasi Pancasila).

12Ariel  Heryanto, “The Years of Living
Luxuriously: Identity Politics of Indonesia’s New
Rich” dalam Michael Pinches (Ed), Cultures and
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melalui ‘kampus’.'”? Kelompok lainnya
menurut kajian Eep Saefulloh Fatah disebut
kelas menengah politik, menawarkan hal
baru yang lebih mengarah pada
intelektualitas dan organisasi politik.'®’
Kajian-kajian menyatakan bahwa
reformasi telah membuka celah demokrasi
yang sebelumnya tertutup.'™ Demokrasi
Orde Lama (Demokrasi Terpimpin) dan
Orde baru (Demokrasi Pancasila) sama-
sama menyatakan berdasarkan pada
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD
1945),'% walaupun Saldi Isra menyatakan
walaupun kedua Orde tersebut menyebut
demokrasi dengan “label” yang berbeda,
namun wujud demokrasi keduanya sama-
sama melahirkan rezim otoriter.'%
Lahirnya rezim otoriter tersebut
secara filosofis menurut Bagir Manan
sebagaimana dikutip oleh Slamet Effendy

Yusuf dan Umar Basalim disebabkan

Privilege in Capitalist Asia, (London: Routledge,
1999), hlm. 159.

103Eep Saefulloh Fatah, Catatan atas Gagalnya
Politik Orde Baru, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
1998), hlm. xxx.

%Y ongky Gigih Prasisko, “Gerakan Sosial Baru
Indonesia:  Reformasi 1998  dan  Proses
Demokratisasi  Indonesia”, Jurnal Pemikiran
Sosiologi Vol. 3 No. 2, Agustus 2016, him. 14.
105penyebutan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD
1945) adalah konstitusi sebelum dirubah tahun
1999, sementara Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945)
dimaknai sebagai konstitusi sesudah perubahan di
tahun 1999 s/d 2002.

106Qaldi  Isra, Sistem Pemerintahan Indonesia
Pergulatan  Ketatanegaraan — Menuju  Sistem
Pemerintahan Presidensial (selanjutnya disebut
Saldi Isra I), (Depok: PT RajaGrafindo Persada,
2018), hlm. 141.
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penyusunan UUD 1945 bertepatan dengan
moment opname berbagai kekuatan politik
dan ekonomi yang dominan.'”’ Akibatnya
terjadi  etatisme,  otoriterisme  atau
kediktatoran dengan rujukan UUD 1945.'%
Sementara Saldi Isra berpendapat walaupun
UUD 1945 memiliki 3 kedaulatan yaitu
kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, dan
kedaulatan negara, namun praktiknya
kedaulatan negara berwujud otoriter sebab
bergantung  pada  Presiden  yang
menjalankannya.!”  Sementara, alasan

substantif ~yang membuat  Presiden
cenderung berlaku otoriter menurut Moh.
Mahfud MD disebabkan oleh rumusannya
yang sangat executive heavy dan minus
checks and balances, sebagaimana ide the
framers of the constitution.'!° Hal tersebut
seturut dengan analisis Cornelis Lay,
bahwa UUD 1945 dirancang untuk
membentuk strong executive type of
government."!!

Apabila reformasi 1998 dianggap

menggeser iklim demokrasi menjadi lebih

107Slamet Efendi Yusuf dan Umar Basalim,
Reformasi  Konstitusi  Indonesia:  Perubahan
Pertama UUD 1945, (Jakarta: Pustaka Indonesia
Satu, 2000), hlm. 56.

8Bagir Manan, Teori dan Politik-Politik
Konstitusi, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press,
2004), hlm. 11.

199Saldi Isra 1, Op.Cit., him. 144. Lihat juga Saldi
Isra, “Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi:
Memastikan ~ Arah  Reformasi  Konstitusi”
(selanjutnya disebut Saldi Isra II), Jurnal Analisis
CSIS, Tahun XXXI, No. 2, (2002), hlm. 237.
110Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Baru Menuju
Supremasi Hukum, dalam M. AS. Hikam, Mulyana
W Kusuma dkk., Wacana Politik Hukum &
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berkedaulatan rakyat, maka perubahan
UUD 1945 setidaknya dapat dijadikan
sebagai acuan dalam menakar perubahan
tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Ivo
D. Duchacek bahwa konstitusi seharusnya
“identify the sources, purposes, uses and
restraints of public power”."'> Konstitusi
berfungsi sebagai dokumen utama yang
mampu mengidentifikasi sumber, tujuan
penggunaan serta pembatasan sebuah
kekuasaan. Adalah sebuah keniscayaan bila
ada upaya merumuskan dan membatasi
kekuasaan Presiden yang cenderung
otoritarian dengan melakukan perubahan
UUD 1945 sebagai the supreme law of the
land.
Restrukturisasi ~ Presiden  dalam
perubahan UUD 1945 sejalan dengan
kesepakatan Panitia Ad Hoc I Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang
bertujuan mempertegas sistem
pemerintahan presidensiil. Hal ini dimaknai
Saldi Isra dengan purifikasi sistem

1,113

pemerintahan presidensiil, " salah satunya

Demokrasi Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
1999), him. xxxvi.

Cornelis Lay, Lembaga Kepresidenan di
Indonesia, dalam Cornelys Lay dkk., Tidak Tak
Terbatas, Kajian Atas Lembaga Kepresidenan RI,
(Yogyakarta: Pandega Media, 1997), him. 7.

lyo D. Duchacek, Constitution/Constitutionalism
dalam Bogdanor, Vernon (ed), (Blackwell’s
Encyclopedia of Political Science, Blackwell,
Oxford, 1987), hlm. 142.

113Saldi Isra I, Op.Cit., hlm. 150. Secara rinci Saldi
Isra  menerangkan beberapa upaya untuk
memurnikan sistem presidensiil. Lihat Saldi Isra,
Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model
Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial



adalah dengan mereformasi model dan
proses pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden dari pemilihan oleh MPR menjadi
secara langsung oleh rakyat. Pasal 6A ayat
(1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945 (UUD
NRI  1945)

pemilihan umum Presiden dan Wakil

diterjemahkan  dengan
Presiden secara langsung oleh rakyat juga
menempatkan partai politik  (parpol)
sebagai satu-satunya organisasi yang dapat
mengusung calon Presiden.

Dalam legislasi pemilihan umum
(pemilu), pasal tersebut di atas juga
membuat

diterjemahkan

mekanisme Presidential Threshold (PT),

dengan

sebagai upaya mendorong terciptanya
parpol.'™*  Penulis

mencatat bahwa PT terbukti merupakan

penyederhanaan

salah satu cara menyederhanakan parpol
sekaligus membagi parpol dalam sebuah
koalisi, namun koalisi tersebut masih
bersifat cair atau rapuh.''> Berkali-kali
diajukan dalam upaya judicial review di
Mahkamah Konstitusi (MK) sama sekali
tidak merubah pendapat Hakim yang
menyatakan bahwa PT merupakan open

legal policy dari lembaga legislatif. Apakah

Indonesia (selanjutnya disebut Saldi Isra III),
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 63.
Wpytusan MK Nomor  53/PUU-XV/2017
menyatakan koalisi dalam Pasal 6A ayat (2) UUD
NRI 1945 perlu dimaknai akan membawa parpol
yang memiliki platform, visi atau ideologi yang
sama akan saling berkoalisi dalam mencalonkan
calon Presiden dan  wakilnya, sehingga
penyederhanaan parpol tercapai secara alamiah.

Hubungan Antar Lembaga Negaral 65

permohonan  warga  negara  yang
mengajukan judicial review ke MK (lebih
dari satu kali) dapat dimaknai sebagai
proses berpartisipasi masyarakat dalam
rangka mewujudkan tatanan pemilu yang
lebih demokratis serta keinginan mendapat
alternatif pilihan calon Presiden dalam
kontestasi pemilu Presiden.

Artikel ini berupaya menelisik relasi
antara warga negara, legislatif dan MK
terkait dengan judicial review mekanisme
PT. Legislatif tampak tidak peka dengan
suara konstituennya, yang oleh Nancy
Roberts sebagai ‘a malfunctioning system’

sebab terkait PT, sistem perwakilan lebih

mengutamakan  kepentingan  pribadi
daripada kepentingan umum
konstituennya.!'®  Pemilu yang juga

dimaknai sebagai sebuah partisipasi publik
harusnya juga mengakomodir
“kegelisahan” warga negara atas legislasi
yang mengaturnya. Atas pemaparan di atas,
maka rumusan masalah pertama mengkaji
interpretasi partisipasi masyarakat dalam
konteks demokrasi konstitusional dan
kedua mempersoalkan tirani mayoritas
threshold dan  putusan

presidential

Mahkamah Konstitusi.

5Dri Utari CR., “Menakar Kohabitasi Perancis
Dalam Mekanisme Koalisi Oposisi Pasca Pemilu
Serentak 2019” (selanjutnya disebut Dri Utari C.R.
1), JURNAL JENTERA, Volume 3 No. 1, 2020,
hlm. 286.

16Nancy Roberts, “Public Deliberation in an Age of
Direct Citizen Participation”, American Review of
Public Administration, 34 (4), 2004, hlm. 322.
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Artikel ini menggunakan metode
penelitian hukum pandangan Morris L.
Cohen, bahwa penelitian hukum adalah
proses menemukan hukum yang mengatur
kegiatan atau tindakan dalam kehidupan
masyarakat.'!” Pendekatan dalam penulisan
artikel ini adalah pendekatan undang-
undang (statute approach), pendekatan
konseptual (conceptual approach), dan
pendekatan  kasus (case  approach)
sebagaimana dirumuskan oleh Peter

Mahmud Marzuki.''®

Pembahasan
1. Interpretasi Partisipasi Masyarakat
Dalam Konteks Demokrasi
Konstitusional
Partisipasi  publik  diterjemahkan
dalam berbagai bahasan, namun istilah ini
sering kali didiskusikan pada saat
membahas tentang pembentukan peraturan
perundang-undangan. Bab X1, Pasal 96 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011

Peraturan

12/2011)

tentang Pembentukan

Perundang-Undangan  (UU
menyatakan bahwa masyarakat memiliki
hak baik yang diutarakan secara lisan
dan/atau tertulis dalam proses pembentukan
peraturan  perundang-undangan.  Hal

tersebut difasilitasi dengan: a) rapat dengar

Wpeter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016),
hlm. 57.

"81hid, hlm. 133-136.

pendapat umum; b) kunjungan
kerja; c) sosialisasi; dan/atau d) seminar,
lokakarya, dan/atau diskusi.

Pasal ini sebenarnya telah mengalami
perkembangan dari pengaturan sebelumnya
di Undang-Undang No. 10 tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan Uuu
10/2004), dimana Pasal 53 membatasi
hanya Undang-Undang dan Peraturan
Daerah saja yang berhak mendapatkan
masukan baik lisan dan/atau tertulis.
Walaupun telah ada penambahan peraturan
perundang-undangan yang mendapatkan
‘perhatian’ dari masyarakat, namun hal
tersebut nampaknya belum berbanding
lurus dengan perbaikan dalam
pelaksanaannya.

Joko Riskiyono di tahun 2015
menyatakan bahwa jaminan partisipasi
masyarakat dalam UU 12/2011 tidak serta
merta memperbaiki kekurangan pada saat
diberlakukannya UU 10/2004. Artinya
ketentuan dalam legislasi tersebut hanya
merupakan ‘tambahan’ formalitas sebagai
upaya memenuhi standar  prosedur
pembentukan sebuah peraturan perundang-

9

undangan.'”®  Pendapat di atas bisa

dibandingkan dengan beberapa laporan

yang dibentuk tahun 2004 dan tahun 2005

WJoko Riskiyono, “Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembentukan Perundang-undangan Untuk
Mewujudkan Kesejahteraan”, Aspirasi, Vol. 6,
No. 2, 2015, him. 160.



(yang berarti masih merujuk UU 10/2004).
Bivitri Susanti dkk. menyatakan bahwa
partisipasi hanya dipakai sebagai upaya
‘meredam’ aspirasi publik. Hal ini
disebabkan: pertama, masukan masyarakat
dapat diartikan sebagai opini di koran atau
sekedar obrolan, karena tidak ada
kewajiban bagi anggota Dewan untuk
mencatat masukan sebagai bagian dari
proses penyiapan dan pembahasan; kedua,
tidak ada jaminan bila masukan masyarakat

akan benar-benar diterima,

dipertimbangkan atau bahkan ditolak.'?
Riris Katharina di tahun 2005
menambahkan, bila Pasal 141-143 Tata
Tertib DPR sebagai wujud pelaksanaan UU
10/2004 hanya menempatkan masyarakat
sebagai pihak yang aktif, sementara Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden dan
Dewan Perwakilan Daerah  (DPD)
sebaliknya justru pasif menunggu masukan.
Tampak partisipasi masyarakat masih
hanya bersifat tambahan sehingga para
pembentuknya tidak wajib

121

melaksanakannya. = Kekurangan tersebut

disebabkan kualitas kinerja anggota DPR

120Bivitri Susanti dkk., Catatan PSHK tentang
Kinerja Legislati DPR 1999-2004, Laporan
Penelitian, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan
Kebijakan Indonesia, 2004), hlm. 58

12IRiris Khatarina, Pemetaan Masalah Parlemen
Ditinjau Dari Peraturan Tata Tertib DPR:
Rekomendasi Perbaikan Kinerja DPR Melalui
Perbaikan  Tata  Tertib, Laporan Penelitian,
(Jakarta: Friedrich Nauman Stiftung, 2005), hlm. 50.
1228iti Maryam Rodja & Aria Suyudi dkk., Catatan
PSHK Tentang Kinerja Legislasi DPR 2004-2009:
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yang kurang maksimal atau kurang
memahami tugas utama sebagai wakil
rakyat. Sebagaimana laporan Siti Maryam
Rodja dan Aria Suyudi dkk. terkait kinerja
DPR menyatakan fungsi legislasi DPR
belum berjalan dengan cepat, sebab
anggota Dewan masih belum paham
substansi dan teknis pembentukannya.
Selanjutnya, fungsi pengawasan dan
anggaran para Dewan berkurang sebab
lebih ‘memilih’ untuk berkompromi dalam
perumusan peraturannya.'?2

Robert B. Gibson menyatakan konsep
partisipasi publik diawali sebagai sebuah
tuntutan untuk ikut berpartisipasi sebagai
upaya menentang  kekuasaan  yang
sentralistik dan sewenang-wenang.
Solusinya perlu partisipasi aktif dari
individu, sehingga keputusannya mampu
memberikan kontribusi yang lebih baik
bagi mereka.'” Sementara Ann Seidman,
Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere
berpendapat partisipasi adalah memberi
kesempatan untuk memberikan pendapat,
mengkritik  dan  ikut serta dalam

pembentukan keputusan oleh para pihak

Rekam Jejak Kuasa Mengatur, (Jakarta: Pusat Studi
Hukum Dan Kebijakan Indonesia/PSHK, 2010),
hlm. 35.

12R. B. Gibson, The Value of Participation dalam
P.S. Elder (edit), Environmental Management and
Public  Participation, ~ (Ottawa:  Canadian
Environmental Law Research Foundation of the
Canadian Environmental Law Association, 1981),
hlm. 7.
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yang akan terimbas atas pembentukan
keputusan pemerintahan.'**

Konsep partisipasi publik di atas juga
dipersamakan sebagai sebuah partisipasi
politik. Herbert McClosky menyatakan
partisipasi politik adalah kerelaan warga
masyarakat dalam kegiatan pemilihan
penguasa baik secara langsung atau tidak,
dalam membentuk kebijakan umum.
Sementara Samuel P. Huntington dan Joan
M. Nelson merumuskan partisipasi
dilakukan  individu  atau  kolektif,
dilaksanakan secara terorganisir atau
spontan, mantap atau sporadis, damai atau
dengan kekerasan, legal atau ilegal serta
efektif atau tidak. Partisipasi tersebut tentu
saja bertujuan untuk memberikan pengaruh
atas  keputusan yang dibuat oleh
pemerintah.'?

Kedua peristilahan di atas dapat
dipersamakan dengan indikator: pertama,
keduanya akan selalu melibatkan warga
masyarakat (warga negara) sebagai pihak
yang diberikan hak untuk ikut terlibat
dalam terbentuknya sebuah peraturan atau
kebijakan; kedua, peraturan (kebijakan)
tersebut mempengaruhi kehidupan para
warga negara; ketiga, keterlibatan dua

pihak yang berhadapan yaitu warga negara

124Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin
Abeyserkere, Penyusunan Rancangan Undang-
undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang
Demokratis, (Jakarta: Proyek ELIPS Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, 2001), him. 8.

dan pemerintah dalam membuat sebuah
peraturan atau kebijakan ini merupakan
proses politik, sebab pemerintah yang
legitimasi merupakan hasil proses pemilu
yang erat kaitannya dengan politik;
keempat, sebaiknya proses penyampaian
partisipasi tersebut diakomodir dalam
model dan mekanisme yang legal, sebagai
wujud pemerintahan yang demokratis.

Proses partisipasi masyarakat ini
melibatkan legislatif dan eksekutif. Bila
legislatif bertindak sebagai pembentuk
peraturan, maka eksekutif selain berwenang
membentuk  peraturan  (dalam  batas
tertentu), juga sebagai pihak yang
menjalankan legislasi. Bahwasanya salah
satu ciri pemerintahan yang demokratis
tentu melibatkan kedaulatan rakyat dalam
membuat peraturan dan/atau kebijakannya
dengan cara mendelegasikan kewenangan
tersebut  kepada  wakil-wakil  yang
dipilihnya.'”®  Proses  pendelegasian
kedaulatan ini dilakukan melalui pemilu,
sehingga masing-masing, baik legislatif
atau  eksekutif —memiliki
konstitusional sebab merujuk UUD NRI
1945.

legitimasi

Partisipasi menurut Philipus M.

Hadjon seturut dengan ide demokrasi

12’Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik,
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.
367-368.

126Miftah Thoha, Birokrasi & Politik di Indonesia,
(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012),
hlm. 99-101.



partisipasi di tahun 1960'" sebab rakyat
diberi hak untuk ikut memutuskan
keputusan yang akan diambil oleh
pemerintah. Selanjutnya Burkens
sebagaimana dikutip oleh Philipus M.
Hadjon menyatakan dalam demokrasi, asas
keterbukaan yang bisa disamakan dengan
partisipasi adalah salah satu syarat

minimalnya.'?

Bandingkan  dengan
pandangan JJ. Rousseau yang menyatakan
bahwa demokrasi adalah merupakan
partisipasi langsung dari setiap warga
negara.'”’

Demokrasi sendiri memiliki ragam
definisi, antara  lain  sebagaimana
dikemukakan John Stuart Mill yang
menekankan peran nyata warga negara
dalam pelaksanaan sebuah kekuasaan
negara.®  Samuel P.  Huntington
mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah
sistem politik yang mengharuskan seorang
pemimpinnya dihasilkan melalui
mekanisme pemilihan umum (adil, jujur

dan berkala). Sistem tersebut memberikan

127Philipus M. Hadjon, Keterbukaan Pemerintahan
Dalam  Mewujudkan  Pemerintahan  Yang
Demokratis, Pidato, diucapkan dalam Lustrum IIT
Ubhara Surya, 1997, hlm. 7-8.

1281bid, him. 2.

2Bertrand  Russel, Sejarah  Filsafat Barat
Kaitannya dengan Kondisi Sosio Politik Zaman
Kuno Hingga Sekarang, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2004), him. 909. Walaupun dalam hal ini
kajian JJ. Rousseau dikaitkan dengan pemilihan
umum namun menurut Khairul Fahmi, prinsip suara
mayoritas  merupakan  eksistensi ~ demokrasi
sekaligus metode pelaksanaan kedaulatan rakyat.
Lihat Khairul Fahmi, Pemilihan Umum &
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kebebasan pada pihak yang akan dipilih dan
yang akan memilih, para calon pemimpin
memiliki  kebebasan  bersaing untuk
memperoleh voter, sementara warga negara
yang memenuhi kualifikasi tertentu harus
diberi hak untuk memilih.'"*! Pandangan
lain diberikan oleh Hendry B. Mayo yang
menekankan demokrasi dalam 2 sisi,
pertama, suara mayoritas wakil rakyat
harus menjadi syarat terbentuknya
kebijakan dan kedua, warga negara diberi
peran pengawasan yang efektif dalam
perhelatan

berkala.'*?

pemilihan umum  yang

Merujuk pada 3 pandangan di atas,
ada karakteristik umum dalam
mendefinisikan demokrasi, yaitu: pertama,

sistem  pemerintahan  dibentuk  dan

dihasilkan melalui sebuah kontestasi
pemilu;  kedua, sistem pemerintahan
tersebut meliputi 2 pihak yaitu pemerintah
dan warga negara yang memiliki relasi
berdasarkan kontestasi pemilu; ketiga,

pemerintah dianggap sebagai pihak yang

Kedaulatan Rakyat, (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2011), hlm. 50.

0John  Stuart Mill, On Liberty (Perihal
Kekuasaan), diterjemahkan oleh Alex Lanur,
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. xx.
B31Samuel P. Huntington, Gelombang
Demokratisasi Ketiga, (Jakarta: Grafiti, 1997), him.
5-6.

132Hendry B. Mayo, An Introduction to Democratic
Theory, (New York: Oxford University Press,
1960), hlm. 70. Lihat juga Moh. Mahfud MD.,
Demokratisasi dan Konstitusi di Indonesia Studi
Tentang  Interaksi  Politik  dan  Kehidupan
Ketatanegaraan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm.
19-20.
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diberi kuasa oleh warga negara yang
memilihnya, sehingga hanya bertindak
“untuk dan atas nama”; keempat, selain
memiliki hak untuk memilih pemimpinnya
dalam pemilu, warga negara juga memiliki
peran pengawasan. Artinya, ada kesamaan
antara konsep demokrasi bila dikaitkan
dengan partisipasi masyarakat dalam
membentuk peraturan, dengan konsep
demokrasi  jika  dikaitkan = dengan
penghitungan kedaulatan rakyat dalam
proses pemilu. Keinginan individu dan/atau
masyarakat, semuanya difasilitasi oleh
konsep demokrasi yang diwujudkan
melalui pemilu dan selanjutnya diberikan
kesempatan untuk memberikan masukan
dalam  pembentukan peraturan atau
kebijakan yang berpengaruh bagi mereka.

Hal ini juga seturut dengan konsep
good governance (tata kelola pemerintahan
yang baik) yang menurut Hetifah S;j.
Sumarto salah satu karakternya adalah
dengan memberikan kesempatan partisipasi
pada warga negaranya. Sementara UNDP
merumuskan

partisipasi ~ merupakan

keterlibatan masyarakat dalam
pembentukan keputusan, baik secara
langsung maupun tidak langsung melalui
lembaga perwakilan dan dibangun atas

dasar kebebasan bersosialisasi, kebebasan

33%Hetifah Sj. Sumarto, Inovasi, Partisipasi dan
Good  Governance, (Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, 2003), hlm. 3.

berbicara serta berpartisipasi  secara
konstruktif.!*3

Mendasarkan pada kajian di atas,
makan tulisan ini tidak secara spesifik
memaknai partisipasi publik sebagaimana
yang dinyatakan dalam Pasal 96 ayat (1)
UU 12/2011, namun lebih merujuk pada
kajian bahwa partisipasi publik harus
dijamin berjalan dengan bermakna dan
penuh (full and meaningfull
participation).’* Bahwa partisipasi warga
negara yang dilakukan sebelum dan
sesudah terpilihnya eksekutif dan legislatif
melalui pemilu, termasuk diantaranya
adalah memantau hasil legislasi. Sebagai
wujud pemurnian sistem pemerintahan
presidensiil serta menghindari model
otoritarianisme Presiden dengan dasar
konstitusional, maka mekanisme pemilu
Presiden dan Wakil Presiden (pilpres)
dalam legislasi memerlukan redesain
seturut dengan Pasal 6A UUD NRI 1945.

Richard Neustand sebagaimana
dikutip Saldi Isra menuturkan bahwa sistem
presidensiil memberikan konsistensi tidak
adanya relasi langsung antara eksekutif dan
legislatif. Keduanya memperoleh legitimasi
dari rakyat, sehingga Presiden sebagai
pimpinan negara perlu memiliki karakter

yang kuat dan persuasif (persuade

34Bivitri Susanti dkk., Op.Cit., him. 58.



leadhership).'3

Upaya memperkuat posisi
Presiden tersebut oleh legislatif dimaknai
dengan merumuskan mekanisme PT yang
untuk pertama kalinya diberlakukan dalam
pilpres tahun 2004 berdasarkan Undang-
Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden. Secara
berturut-turut dalam pilpres 2004, 2009 dan
2014, ketiganya menggunakan PT
mendasarkan  hasil pemilihan umum
legislatif (pileg). Baru di tahun 2019 pilpres
dilakukan sesuai amanat Putusan MK
Nomor 14/PUU-X1/2013 yaitu
diberlakukan pemilihan umum serentak di
2019 dan pada pemilu selanjutnya. Artinya
antara pilpres dan pileg dilakukan dalam
waktu yang bersamaan, sehingga patut
dipertanyakan model pemberlakuan PT
dalam pemilu serentak.

Pelaksanaan PT di tahun 2004 s/d
2014 sendiri telah memunculkan banyak
kritik hingga permohonan judicial review,
apalagi dengan penerapan PT di tahun 2019
yang diiringi dengan mekanisme pemilu
serentak. Seturut dengan Richard Neustand,
Syamsudin Haris menekankan model ideal
pemerintahan presidensiil, maka Presiden
seharusnya  tidak

khawatir ~ dengan

‘gangguan’ dari legislatif.'*® Selanjutnya

1358aldi Isra, PEMILU dan Pemulihan Daulat
Rakyat (selanjutnya disebut Saldi Isra IV), (Jakarta:
Themis Publishing, 2017), hlm. 20.

136Syamsudin Haris, et.al., Evaluasi Pemilihan
Presiden Langsung Di Indonesia, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 251.
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Djayadi Hanan dalam keterangannya
menegaskan secara teoritis sulit untuk
memvalidasi keberlakuan PT dalam pemilu
serentak dan susah mencari contoh negara
bersistem presidensiil yang menggunakan
PT dengan model pemberlakuan ambang
batas bagi pencalonan Presiden.'>’

Berulangnya judicial review atas
rumusan PT menimbulkan pertanyaan,
bagaimana model relasi antara DPR dan
warga negara sebagai terwakil. Warga
negara memiliki kedudukan yang sangat
signifikan dalam pemberlakuan demokrasi
baik dalam proses pemilu dan saat
membentuk peraturan atau kebijakan,
sebagaimana  dirumuskan di  atas.
Pertentangan model perwakilan dalam ilmu
politik sudah terjadi sejak awal abad ke-21,
Kacung Marijan yang mengutip pendapat
Andeweg dan Thomassen, Brennan dan
Hamlin, serta Mansbridge menyatakan
bahwa diantara antara model delegates dan
model frustees yang saling bertentangan
ada model politico.'*

Kondisi DPR yang sama sekali tidak
merespons putusan MK dengan arahan
open legal policy terkait PT dapat
disamakan dengan kepura-puraan model
tersebut

trustees. Kepura-puraan

37Berita MKRI, “Ahli: Ambang Batas Tidak
Mungkin Diterapkan dalam Pemilu Serentak”,
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&i
d=14119&menu=2 diakses pada 30 Januari 2021.
$Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia
Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru, (Jakarta:
Kencana Prenana Media Group, 2011), him. 39-40.
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disebabkan dalam model trustees, DPR
harusnya harus bertindak untuk dan atas
nama terwakil, artinya mereka dianggap
memahami permasalahan yang dihadapi
konstituennya. Faktanya, DPR justru tetap
bersikukuh memberlakukan PT, bahkan
berlanjut dalam mekanisme pemilu
serentak yang semakin susah dipahami
dalam logika hukum pemilu.

Pitkin sebagaimana dikutip Kacung
Marijan menyatakan yang utama adalah
bagaimana membentuk relasi yang baik
antara wakil dan terwakil. Pertama, DPR
harus bertindak sesuai kehendak terwakil
sehingga timbul akuntabel, kedua, DPR
juga diberikan kesempatan untuk lebih
independen dari keinginan terwakil.
Perwakilan model substantif hendaknya
perlu dijadikan role model oleh DPR,
dimana mereka akan bertindak sebaik
mungkin atas keinginan dan kehendak
terwakil atau publik (acting in the best

interest of the public)."

1391bid, him. 40.

140aldi Isra I1I, Op.Cit, hlm. 269-311.

4IContoh ketidakpekaan DPR atas konstituennya
juga nampak dalam pembentukan legislasi di era
pandemi, antara lain Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau  Stabilitas Sistem Keuangan menjadi
Undang-Undang. Lihat Dri Utari C.R., “Prinsip
Checks and Balances Atas Kekuasaan Presiden
Dalam  Pembentukan — Peraturan  Perundang-
Undangan (Era Pandemi)” (selanjutnya disebut Dri
Utari C.R. II), https://cons.id/id/prinsip-checks-and-

DPR dalam Pasal 20A ayat (1) yang
salah satu fungsinya adalah legislasi bila
merujuk pandangan Saldi Isra sebenarnya
perlu memperhatikan 3 faktor, yaitu: sistem
kepartaian, partisipasi masyarakat, dan
MK.'" Bahasan sub bab ini tentu saja
sangat mewakili faktor pertama dan kedua,
model PT yang ideal akan sangat berkaitan
dengan sistem yang dibangun oleh parpol
dan pelaksanaan partisipasi masyarakat.
Sebenarnya konsistensi PT merupakan
hasil ‘keselarasan’ antara Presiden dan
DPR yang secara simbiosis mutualisme

sama-sama diuntungkan dengan

pengaturannya selama ini.'*! Partai-partai
besar sebagai ‘pengusung’ ide PT'#? akan
diuntungkan dalam setiap pemberlakuan
PT saat pemilu, sehingga tidak heran bila

partai-partai secara  mayoritas

yang
‘menguasai’ DPR akan dengan ‘sekuat
tenaga’ tetap mempertahankan PT.

Faktor kepartaian dalam menentukan

anggota legislatif sejak tahun 2009 merujuk

balances-atas-kekuasaan-presiden-dalam-
pembentukan-peraturan-perundang-undangan-era-
pandemi/, diakses pada 30 Januari 2021.

142Usulan PT yang dinyatakan dalam Surat Presiden
RI No: R.02/PU/1/2003 tentang Rancangan Undang-
Undang Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden, dalam Risalah Rapat (Proses Pembahasan
RUU Pemilihan Presiden dan Wapres, 31 Maret
2003). Sejak awal rumusan PT ini diajukan dan
didukung oleh parpol yang memiliki basis dukungan
rakyat yang besar dalam pemilu (PDI-P, Golkar,
PAN, PKB, dan Partai Demokrat), sebaliknya parpol
kecil yang menolak adalah Partai Hanura, PKS,
Gerindra, PPP, dan PBB. Lihat Jamal Wiwoho,
“Presidential  Threshold: Ya Atau Tidak?”,
http://www.koran-sindo.com/node/333149, diakses
pada 30 Januari 2021.




Putusan MK, memberlakukan mekanisme
proporsional terbuka. Akibatnya selain
masyarakat dapat memilih secara langsung
calon yang diinginkannya, juga membawa
pengaruh pada kualitas anggota DPR serta
merubah kultur dan pola politik di internal
parpol serta masyarakat. Partai dan calon
legislator akan berupaya ‘bahu-membahu’
untuk memperoleh voter dengan berbagai
cara (bahkan money politics), sehingga
tidak heran jika profil anggota DPR selain
kurang berkualitas juga bersikap apatis dan
tidak peka dengan keinginan rakyat, sebab
fokus pada upaya mengembalikan ongkos
politik pencalonan mereka.'*

Kacung Marijan menyebut kondisi
pasca pemilu di atas sebagai kondisi
disconnect  electoral, dimana terjadi
kesenjangan antara apa yang diharapkan
warga negara dengan perbuatan DPR.'*
Menurut Bayu Dwi Anggono dalam
pembentukan peraturan perlu
memperhatikan  politik hukum  yang
responsif, partisipatif, dan  populis.
Responsif bila peraturan yang dibutuhkan
warga negara, baik yang baru atau yang
perlu diubah, keduanya harus
menyesuaikan dengan kehendak rakyat.
tersebut

Partisipatif, bila  peraturan

mengakomodir inisiatif DPR dan juga

43Dri Utari C.R. 11, Op.Cit.

44Kacung Marijan, Op.Cit., h. 113.

“Bayu Dwi Anggono, Pokok-Pokok Pemikiran
Penataan Peraturan Perundang-Undangan Di
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warga negara. Populis, bila salah satu
tujuan pembentukan peraturan adalah
bukan untuk melindungi kelembagaan atau
bahkan golongan tertentu yang dianggap
tidak sejalan dengan nalar publik. '#°

Rumusan PT hendaknya merespons
aspirasi dan juga sikap kritis warga negara
yang  berkali-kali ~ diajukan  dalam
permohonan judicial review. Disinilah
peran partisipasi masyarakat dalam proses
pembentukan peraturan harus dilakukan
dengan responsif dan akuntabel. Inisiatif
perubahan PT telah banyak disampaikan
bukan hanya lewat ditulis kajian akademik
yang memberi masukan perbaikan atas
mekanismenya, namun juga mekanisme
Jjudicial review yang merupakan upaya
hukum konstitusionalnya. Dalam hal ini,
PT yang awalnya dibentuk oleh partai-
partai besar dan sesudah di-judicial review
juga tidak dilakukan perubahan, artinya
DPR tidak pernah memperhatikan kritik
dan saran atas mekanisme ini, sehingga PT
dikategorikan sebagai peraturan yang
sangat tidak populis.

Rezim reformasi memang belum
mampu mewujudkan demokrasi yang
substansial, sebab masih berkisar pada

6

demokrasi prosedural saja.'*¢ Merujuk

salah satu prinsip hukum dan keadilan yang

Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm.
227-228.

4Dalam  perspektif kelas, menurut Hiariej,
Robinson dan Hadiz menyatakan bahwa jatuhnya
Orde Baru tidak serta-merta diiringi dengan proses
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dikutip oleh Indra Perwira, bahwa “tidak
seorang pun boleh diuntungkan oleh
penyimpangan dan pelanggaran yang
dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun
boleh dirugikan oleh penyimpangan dan
pelanggaran yang dilakukan oleh orang
lain”  (nullus/nemo commodum capere
potest de injuria sua  propria).’¥
Selayaknya PT  dikembalikan pada
interpretasi awal dalam Pasal 6A ayat (2)
UUD NRI 1945, bahwa threshold tersebut
diberlakukan untuk minimum barrier (batas
minimum) seseorang legitimate menjadi
seorang Presiden, bukan sebagai syarat
minimum untuk mencalonkan diri menjadi
seorang Presiden. Apabila DPR sudah tidak
responsif  terhadap kemauan warga
negaranya, maka pencarian keadilan dan
perwujudan  demokrasi  konstitusional
seharusnya bergeser ke MK, sebagai
pelindung demokrasi (the protector of
democracy).

Presidential

2. Tirani

Threshold dan Judicial Activism

Mayoritas

Putusan Mahkamah Konstitusi

demokratisasi, sebab basis politik Presiden Suharto
masih tetap eksis. Sementara perspektif pluralis,
jatuhnya rezim Presiden Suharto memang tidak
serta-merta merubah Indonesia sebagai negara
demokratis  sebagaimana pandangan  Anwar,
Budiman, Damien Kingsbury dan Arif Budiman.
Lihat Kacung Marijan, Op.Cit., h. 118.

147Indra Perwira, “Refleksi Fenomena
Judicialization of Politics Pada Politik Hukum
Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Putusan
Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, No. 1
Vol. 13 Maret 2016, him. 43.

Sisi hukum, keberadaan MK adalah
salah satu konsekuensi perubahan dari
supremasi MPR  menjadi  supremasi
konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip
demokrasi, dan prinsip negara hukum, yang
semuanya mendasarkan pada Pasal 1 UUD
NRI 1945. Sisi politiknya berupaya
menyeimbangkan legitimasi yang
diperoleh oleh DPR dan pemerintah dari
voter melalui pemilu. Tirani mayoritas
dalam  wujud peraturan perundang-
undangan diupayakan mendapat checks and
balances dari lembaga yudisial. Kedudukan
lembaga negara yang sejajar dan tidak lagi
terbagi atas lembaga tertinggi dan lembaga
tinggi, memerlukan peran forum hukum
apabila ada sengketa antar lembaga

8

negara.'® Sejak awal posisi MK dan

demokrasi memang beriringan, sebab MK

melakukan  pembatasan  atas  tirani

mayoritas yang dimungkinkan terjadi
dengan alasan demokrasi tradisional.'*
Judicial review PT sejak tahun 2004

namun tetap tidak pernah diubah

merupakan salah satu contoh disconnect